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Reformasi Pemasyarakatan

dan Gender

Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian penting
dari sektor keamanan. Setiap negara yang dijalankan
menurut rule of law harus memiliki sistem peradilan
yang berkemampuan menjatuhkan sanksi, apabila
cocok, terhadap orang-orang yang terhukum. Se-
bagian besar negara memiliki berbagai sanksi, mulai
dari peringatan dan hukuman pelayanan masyarakat
sampai pemenjaraan. Sistem pemasyarakatan men-
jamin agar hukum ditegakkan dan dihormati. Sistem
itu melindungi masyarakat dengan mengasingkan dari
masyarakat ramai orang yang menimbulkan ancaman
bahaya berat terhadap orang lain, menggentarkan
orang yang bakal melanggar hukum, merehabilitasi
para pelanggar hukum dan menunjukkan ketidaksetu-
juan masyarakat terhadap tindakan mereka. Namun
demikian, diskriminasi yang sering terjadi dalam
sistem peradilan pada umumnya juga terjadi dalam
banyak sistem pemasyarakatan, sebagaimana dapat
dilihat dalam prosedur penjatuhan hukuman dan cara
pelaksanaan hukuman. Pemaduan isu-isu gender —
kebutuhan, hak dan kemampuan wanita, pria, anak
pria dan anak perempuan yang berbeda — ke dalam
proses perbaikan pemasyarakatan akan membantu
membangun sistem pemasyarakatan yang efektif dan
non-diskriminatif, memenuhi standar hak-hak asasi
manusia (HAM), dan menumbuhkan rehabilitasi para
narapidana.

Tool (alat) ini tentang reformasi remasyarakatan dan
gender memberikan panduan tentang penanggapan
terhadap isu-isu gender di dalam sistem-sistem pe-
masyarakatan. Tool ini bertujuan membantu orang-
orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan,
pembuatan kebijakan atau reformasi pemasyarakatan
di negara mereka sendiri; para aktor internasional dan
regional yang mendukung reformasi pemasyarakatan;
dan juga para anggota parlemen, organisasi-orga-
nisasi masyarakat sipil dan para aktor lain yang me-
mainkan peran dalam pengawasan atau pemantauan
lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Apa itu reformasi
pemasyarakatan?

Reformasi pemasyarakatan adalah proses mengubah
sistem pemasyarakatan agar menyesuaikan sistem
tersebut dengan rule of law dan kerangka HAM inter-
nasional. Reformasi pemasyarakatan bertujuan men-
jamin sanksi yang proporsional, tidak diskriminatif dan
rehabilitatif. ~Terutama, reformasi pemasyarakatan
bertujuan mengubah lembaga pemasyarakatan men-
jadi tempat yang di dalamnya martabat pribadi ma-
nusia dihormati, dan menjamin agar orang-orang yang
dipenjara dapat memanfaatkan hak-hak hukum
mereka.!" Pembangunan penjara yang dikelola oleh
orang-orang sipil yang dihubungkan dengan sistem-
sistem kesehatan dan kesejahteraan nasional dan
memiliki jaringan lokal yang kuat untuk membantu
reintegrasi dan rehabilitasi sosial dapat memberikan
sumbangan penting dalam pengendalian kejahatan
serta kerukunan dan kestabilan masyarakat.?

Reformasi pemasyarakatan melibatkan perubahan
pada seluruh sistem sanksi-sanksi, termasuk praktik-
praktik pidana perampasan kemerdekaan (custodial)
dan non-custodial. Negara-negara miskin biasanya
memberikan sedikit alternatif selain penahanan pra-
peradilan atau hukuman penjara. Pidana denda bisa
menjadi sanksi yang diputuskan pengadilan di keba-
nyakan negara, tetapi banyak di antara mereka yang
didenda akhirnya mendekam di lembaga pemasya-
rakatan karena mereka tidak mampu membayar
denda tersebut. Negara-negara maju biasanya me-
miliki sejumlah alternatif selain pemenjaraan, yang
mencakup uang jaminan bagi orang yang menunggu
pemeriksaan pengadilan dan juga sanksi-sanksi se-
perti pengawasan atau pelayanan masyarakat bagi
para pelanggar hukum yang dijatuhi hukuman.

Akibat peran dominan penjara (lembaga pemasya-
rakatan) dalam sistem-sistem hukuman pidana dan
potensi penganiayaan dan penyiksaan di penjara,
sebagian besar aktivitas reformasi hukuman pidana
berfokus pada reformasi kepenjaraan, yaitu reformasi
pemasyarakatan. Lembaga-lembaga pemasyarakat-
an pada umumnya dikelola oleh pemerintah, walau-
pun sebagian pemerintah mengontrak perusahaan
swasta untuk mengelola sejumlah penjara mereka.

Di semua negara di dunia, lembaga pemasyarakatan

menjalankan dua fungsi: menahan orang-orang yang
ditahan pra-peradilan dan orang yang dipidana dalam

[




Toolkit Gender dan RSK

proses peradilan untuk menjalani hukuman penjara
atas kejahatan yang mereka lakukan. Di sejumlah ne-
gara, orang-orang ditahan dalam penahanan adminis-
tratif di luar proses peradilan, dan penjara-penjara
dapat diadakan oleh aparat keamanan di luar sistem
pemasyarakatan biasa. Orang juga ditahan di luar sis-
tem pemasyarakatan, seperti di rumah sakit jiwa atau
penahanan imigrasi. Reformasi sistem-sistem ter-
sebut tidak dianggap sebagai bagian dari reformasi
pemasyarakatan, karena penanahan seperti ini tidak
menjadi bagian dari sistem peradilan pidana.

Kegiatan reformasi pemasyarakatan tergantung pada
pemerintah karena pemerintah adalah satu-satunya
lembaga yang berwenang mengenakan sanksi-sanksi
dan merampas kebebasan pribadi seseorang.
Namun demikian, organisasi-organisasi non-pe-
merintah (LSM), para pengacara, badan-badan antar-
pemerintah dan badan-badan lainnya dalam
administrasinya, seperti komisi atau koalisi HAM, da-
pat menjadi agen-agen reformasi.

Masalah yang banyak ditemukan dalam sistem-sistem
pemasyarakatan meliputi:

Kekurangan sarana untuk memproses sanksi dan
langkah non-custodial sehingga hukuman pemen-
jaraan dikenakan dalam kasus yang di dalamnya
sanksi non-custodial mungkin lebih proporsional dan
lebih sedikit merugikan.®

Penggunaan penahanan pra-peradilan yang
berlebihan dalam hal pelepasan sementara untuk
menunggu persidangan di dalam masyarakat lebih
proporsional.*

Pemenjaraan dalam hal intervensi kesehatan atau
kesejahteraan lebih adil dan cocok.5

Petugas lembaga pemasyarakatan yang kurang
terlatih dan bergaji kecil.®

Korupsi yang sangat mengakar di banyak sistem
yang sulit diberantas akibat gaji pegawai yang kecil
dan tidak adanya transparansi dan mekanisme
pengawasan yang efektif.

Berbagai macam pelanggaran hak-hak asasi
manusia (selanjutnya disebut "HAM") di lembaga-
lembaga pemasyarakatan termasuk:

= Jumlah penghuni yang berkelebihan — terjadi di
hampir dua dari tiga sistem pemasyarakatan di
seluruh dunia. Paling sedikit, artinya tiga orang
dijejalkan ke dalam sel yang dimaksudkan untuk
satu orang saja dan, paling parah, para narapidana
terpaksa menunggu giliran untuk bisa tidur
sedangkan para narapidana lain mengikatkan diri
mereka ke jeruji sel dan tidur sambil berdiri.”

= Kelangkaan sumber daya sehingga bangunan-
bangunan rusak dan tidak aman disertai
kekurangan makanan dan obat, dan sejumlah
narapidana bertahan hidup hanya berkat
perbekalan yang dibawa keluarganya.

= Penyakit menular yang cepat menyebar dan
semakin tingginya angka kasus penyakit jiwa.?

= Kekerasan dan kekejaman oleh petugas lembaga
pemasyarakatan terhadap narapidana dan antara
narapidana, dan para narapidana yang lebih kuat
menguasai lembaga pemasyarakatan tersebut
sambil mengenakan kekuasaannya dengan
menggentarkan para narapidana lain, dan juga
kekerasan seksual yang sering terjadi.

= Kekurangan kegiatan rehabilitatif dan pengaturan
untuk reintegrasi ke dalam masyarakat pada saat
pembebasan.

Kegiatan reformasi pemasyarakatan harus sesuai de-
ngan konteksnya. Walaupun sistem-sistem peradilan
memiliki banyak persamaan, sistem sanksi dan ang-
gapan yang mendasari pengelolaan lembaga pe-
masyarakatan di suatu negara dipengaruhi oleh jenis
sistem hukum yang berlaku, dan juga oleh faktor-
faktor budaya, sejarah dan sosio-ekonomi.

Reformasi pemasyarakatan dapat melibatkan
berbagai macam tindakan seperti:

= Mengalihkan pengendalian lembaga pemasya-
rakatan dari pihak militer atau pihak kepolisian
kepada otoritas sipil.

= Melatih petugas lembaga pemasyarakatan untuk
mengambil pendekatan dalam pengelolaan
lembaga pemasyarakatan berdasarkan HAM.

= Meyakinkan administrasi lembaga pemasyarakatan
bahwa keamanan dapat dijamin tanpa jeruji besi
yang berat yang menutup jendela-jendela sel, dan
bahwa pembuangan jeruji besi itu akan me-
ningkatkan paparan sinar dan udara alami dan de-
ngan demikian membantu mencegah penyebaran
penyakit.®

= Menaikkan usia minimum pertanggungjawaban
pidana supaya para pelanggar yang di bawah usia
ditangani dalam sistem kesejahteraan sosial
daripada dalam sistem pemasyarakatan.®

= Mengadakan suatu sistem bantuan dan nasihat
hukum bagi para narapidana yang diberikan oleh
para sukarelawan dalam hal para pengacara terlatih
dan pendanaan pemerintah tidak tersedia."

= Membentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk
mengunjungi lembaga pemasyarakatan (Lapas)
dan rumah tahanan (Rutan) dan membuat laporan
mengenai penganiayaan dan perlakuan.

Hambatan dalam reformasi pemasyarakatan

meliputi:

m Ketidakpopuleran politiknya orang-orang yang
dianggap sebagai pelanggar hukum;

m Persaingan untuk mendapatkan sumber daya dari
tujuan yang dianggap lebih layak didukung;

= Prioritas rendah yang diberikan bagi sistem
pemasyarakatan dalam sistem peradilan yang lebih
besar;

m Sifat tertutupnya sistem pemasyarakatan, yang
membuatnya lebih mudah menjauhkan media
massa dan masyarakat umum dengan alasan
keamanan, dan dengan demikian menyembunyikan
penganiayaan.




Manfaat dari reformasi sistem pemasyarakatan yang
menyeluruh mencakup pengendalian kejahatan dan
rehabilitasi yang lebih baik, yang secara langsung
dapat meningkatkan keamanan masyarakat dan
mempertinggi perlindungan HAM dan martabat para
narapidana.

Mengapa gender penting
dalam reformasi pemasyarakatan?

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap,
tingkah laku dan nilai-nilai tertentu yang dihubungkan masyarakat
dengan pria dan wanita. Karena itu, ‘gender merujuk pada
perbedaan yang dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan ‘jenis
kelamin’ merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan
perempuan. Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antar
kebudayaan dan dapat berubah sepanjang waktu. Gender tidak
hanya merujuk pada wanita atau pria tapi juga pada hubungan di
antara mereka.

Pengarusutamaan gender adalah proses menilai implikasi terhadap
wanita dan pria dari suatu tindakan yang terencana, yang meliputi
perundang-undangan, kebijakan atau program di semua bidang dan
pada semua tingkatan. '

lanjut lihat Tool tentang

Untuk informasi lebih
RSK dan Gender

3.1 Agar lembaga-lembaga pemasyarakatan
dapat memenuhi standar-standar hak-hak
asasi manusia

Konvensi internasional dan regional tentang HAM me-
larang hukuman dan perlakuan yang tidak manusiawi
atau hukuman yang menghinakan, dan mengharus-
kan bahwa semua orang yang dirampas kemerde-
kaannya diperlakukan dengan menghormati martabat
pribadi manusia yang melekat. Konvensitersebut dan
hukum internasional dan regional tentang pengelola-
an peradilan dan pengelolaan lembaga-lembaga pe-
masyarakatan harus diterapkan secara tetap dengan
pelarangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
Untuk memenuhi kewajiban ini harus terdapat pe-
mahaman tentang pentingnya perbedaan gender dan
kemauan untuk menyusun kebijakan dan menye-
pakati praktik-praktik yang menjamin bahwa HAM
pria, wanita, anak perempuan dan anak pria dihor-
mati. Lebih lanjut, sejumlah standar kepenjaraan me-
netapkan kewajiban tertentu untuk menangani
kebutuhan narapidana wanita.
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Lihat Lampiran tentang
Hukum dan Instrumen
Internasional dan Regional

Mengingat perbedaan gender penting bagi kepatuhan
HAM, karena lembaga pemasyarakatan adalah lem-
baga yang tidak normal, yang berpenghunikan satu
jenis kelamin dan berdasarkan pada paksaan. Ling-
kungan lembaga pemasyarakatan memungkinkan
terjadinya kekerasan seksual dan merupakan tempat
berbahaya bagi orang-orang yang rentan. Dilembaga
pemasyarakatan pria, perkosaan pria dan bentuk-
bentuk eksploitasi seksual lainnya sering terjadi.”
Petugas lembaga pemasyarakatan kadang-kadang
terlibat dalam korupsi, penyiksaan, kekerasan seksual
dan penyediaan para narapidana untuk dianiayai para
narapidana lainnya." Narapidana pria muda sangat
rentan terhadap eksploitasi ini. Narapidana wanita
mungkin menghadapi penganiayaan seksual dari
petugas pria. Narapidana yang tidak menyesuaikan
diri mereka dengan peran gender tradisional
(misalnya, narapidana gay, lesbian, bisexual dan
transgender) sangat berisiko mengalami kekerasan.'®
Ketika di lembaga pemasyarakatan, orang-orang dari
kelompok minoritas dan masyarakat pribumi
menghadapi bentuk-bentuk diskriminasi yang
berbeda, yang sering lebih parah untuk wanita dari
kelompok minoritas dan masyarakat pribumi
tersebut.’® Sistem pengelolaan lembaga pemasyara-
katan yang bertujuan meminimalkan perbedaan an-
tara kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan
kehidupan dalam masyarakat umum lebih mungkin
mengurangi tingkat kekerasan di dalam lembaga pe-
masyarakatan. Pengaturan yang baik untuk kunjung-
an keluarga (termasuk kunjungan keluarga di tempat
tersendiri) dapat mengurangi ketegangan.

Kehidupan di lembaga pemasyarakatan umumnya
berkisar pada prosedur keamanan dan di banyak
sistem langkah-langkah yang digunakan untuk menja-
ga keamanan melibatkan prosedur yang mengganggu
dan merendahkan martabat, seperti pemeriksaan/pe-
nggeladahan telanjang, penggeledahan rongga
badan, atau memaksa narapidana jongkok di atas
cermin atau kencing di depan petugas lembaga pe-
masyarakatan untuk mengambil sampel untuk men-
deteksi penggunaan narkoba.'” Penggeledahan oleh
petugas lembaga pemasyarakatan yang jenis ke-
laminnya berbeda diizinkan di sebagian sistem. Na-
mun demikian, keharusan untuk melindungi
narapidana dari pelecahan dan penganiayaan
mungkin bertentangan dengan perundang-undangan
kesempatan yang sama yang membuka semua jabat-
an di lembaga-lembaga pemasyarakatan bagi pria ma-
upun wanita. Martabat dan rasa hormat sering
dikorbankan oleh aspek-aspek kehidupan lembaga pe-
masyarakatan seperti fasilitas mandi dan kakus yang
tidak memberikan privasi karena fasilitas tersebut tidak
tertutup, dan pakaian yang tidak pas atau kotor
diberikan kepada narapidana dari persediaan umum.

Penerapan kebijakan dan praktik-praktik yang tang-
gap terhadap gender dalam sistem pemasyarakatan
dapat membantu mencegah pelanggaran HAM dan
menjamin respons yang efektif saat terjadinya pelang-
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garan tersebut. Bila suatu negara menerapkan ke-
bijakan dan praktik-praktik yang kurang memadai un-
tuk menangani masalah ini, berarti negara tersebut
tidak memenuhi kewajiban HAM-nya.

3.2 Untuk menjamin kebijakan
pemasyarakatan yang adil dan tidak
diskriminatif

Kebijakan penghukuman dapat bersifat diskriminatif.
Wanita mungkin ditahan dalam penahanan pra-
peradilan tidak semestinya dan mungkin menghadapi
hukuman yang lebih berat akibat persepsi bahwa
hanya wanita yang sangat 'jahat' yang melakukan
kejahatan. Kebijakan penahanan dan penghukuman
dapat menimbulkan dampak yang berbeda terhadap
pria dan wanita, terutama dalam kasus yang me-
libatkan wanita yang menjadi perawat utama di dalam
keluarga. Di sebagian jurisdiksi, wanita lebih kecil ke-
mungkinannya diberikan sanksi non-custodial karena
fasilitas yang tersedia untuk pria tidak tersedia untuk
wanita.'® Terdakwa lesbian dan gay mungkin mengha-
dapi diskriminasi dalam penghukuman akibat penste-
reotipan dan prasangka di pihak lembaga peradilan.
Orang-orang dari kelompok minoritas dan masyarakat
pribumi cenderung direpresentasikan secara tidak se-
padan dalam populasi lembaga pemasyarakatan.

Sebagian besar sistem pemasyarakatan tidak
memberikan hasil yang sama bagi pria dan wanita.
Perbandingan wanita yang ditahan dalam setiap
sistem pemasyarakatan di seluruh dunia berkisar
antara 2% sampai 9%.'® Salah satu konsekuensi dari
status minoritas ini adalah lembaga dan sistem pe-
masyarakatan cenderung disusun berdasarkan ke-
butuhan dan keperluan narapidana pria. Profil
narapidana wanita berbeda dengan narapidana pria.
Wanita lebih sering dipenjara karena kejahatan akui-
sitif dan lebih kecil kemungkinannya terbukti bersalah
melakukan kekerasan berat, tindak pidana perusakan
dan kejahatan profesional. Wanita sangat rentan
ditahan karena ketidakmampuan mereka membayar
denda atas pelanggaran ringan dan/atau membayar
uang jaminan. Narapidana wanita hampir selalu
menghadapi keadaan struktural yang bersifat diskrimi-
natif. Mereka dijadikan sasaran tingkat keamanan
yang sangat tidak sepadan dengan risiko yang me-
reka timbulkan karena persyaratan keamanan berlaku
untuk seluruh sistem pemasyarakatan dan tidak ada
kebijakan khusus yang dianggap perlu untuk wanita.
Karena mereka menjadi kelompok minoritas,
pelatihan petugas lembaga pemasyarakatan biasa-
nya mengabaikan keadaan khusus narapidana wa-
nita. Sebenarnya, program pendidikan dan pelatihan
sering berfokus pada pemenuhan kebutuhan narapi-
dana pria. Pelopor Khusus untuk lembaga-lembaga
pemasyarakatan di Afrika memperhatikan bahwa di
Afrika Selatan: ‘Di sebagian besar penjara, pelatihan
kejuruan untuk pekerjaan tukang seperti pertukangan
kayu, petukangan logam, pertukangan besi dan
pertukangan bangunan diberikan kepada narapidana
pria saja. Di LAPAS Wanita Durban, wanita melaku-
kan kegiatan menjahit dan mencuci pakaian saja dan
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tidak semua narapidana wanita ikut serta karena ha-
nya tersedia beberapa mesin saja.’?®

Kadang-kadang jumlah kecil narapidana wanita berar-
ti hanya terdapat satu lembaga pemasyarakatan wa-
nita untuk seluruh negara. Karena wanita lebih besar
kemungkinannya ditahan jauh dari kampung hala-
mannya, keluarganya sulit menemui mereka, dan de-
ngan demikian pemenjaraan secara tidak sepadan
mempengaruhi hak-hak mereka atas kehidupan ke-
luarga. Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan
dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi
atau Merendahkan Martabat memperhatikan bahwa
wanita ‘sering ditahan di sejumlah kecil lokasi (ka-
dang-kadang jauh dari kampung halamannya dan ke-
diaman anak-anak tanggungan mereka), dalam
bangunan yang dirancangkan bagi (dan mungkin
dipakai bersama dengan) para tahanan pria. Dalam
keadaan seperti ini, perhatian khusus diperlukan un-
tuk menjamin agar wanita yang dirampas kemerde-
kaannya ditahan dalam lingkungan tahanan yang
aman dan layak.’'

Orang-orang lesbian, gay, biseksual dan transgender
(LGBT) di lembaga pemasyarakatan juga meng-
hadapi diskriminasi. Sebuah kajian di Amerika Serikat
menunjukkan bahwa narapidana muda yang gay dan
lesbian dapat ditahan dalam pengurungan terpisah
seolah-olah demi perlindungan diri mereka. Sebuah
pengadilan di Hawaii diberikan bukti luas tentang
penganiayaan terhadap narapidana muda.??

‘Ketika saya tiba di [lembaga pemasyarakatan anak]
mereka merenggut panjangan rambut saya,
mematahkan kuku saya, menyeka kosmetik saya,
membuka pakaian dalam saya secara paksa, dan
memaksa saya memakai pakaian dalam dan baju
pria.’

Dari wawancara dengan narapidana transgender
muda di Amerika Serikat??

Lembaga-lembaga negara wajib mencegah diskri-
minasi. Usaha menjamin agar kebijakan pemasyara-
katan mempertimbangkan gender memudahkan
mengidentifikasi diskriminasi terhadap wanita dan
anak perempuan dan juga pria dan anak pria di lem-
baga pemasyarakatan, dan mempengaruhi tindakan
untuk menghapuskannya.

3.3 Untuk mewujudkan reformasi dan
rehabilitasi para narapidana

Populasi lembaga pemasyarakatan tidak
mencerminkan populasi orang dewasa di suatu
negara. Diskriminasi dalam masyarakat umum
tercermin di Lapas dan Rutan. Orang-orang miskin
dan orang-orang dari kelompok-kelompok sosial yang
terpinggirkan lebih besar kemungkinannya akhirnya
mendekam di lembaga pemasyarakatan. Sebagian
besar orang yang berhubungan dengan sistem
pemasyarakatan sebagai terdakwa atau terpidana




berasal dari kelompok-kelompok yang paling kurang
beruntung dalam masyarakat, biasanya dengan latar
belakang kekerasan dan penganiayaan seksual.
Empat dari lima wanita di lembaga pemasyarakatan di
Kanada melaporkan bahwa mereka mengalami
penganiayaan pada masa lalu.?* Namun demikian,
lebih banyak sumber daya yang dibelanjakan oleh
masyarakat untuk memproses mereka dalam sistem
peradilan pidana dan selanjutnya dalam pemenjaraan
daripada sumber daya yang dibelanjakan untuk me-
mulihkan kerugian yang mereka alami dalam kehidup-
an mereka sebelumnya.

Sistem pemasyarakatan harus mengakui kebutuhan
populasi yang mereka hadapi dan menjamin agar
bantuan diberikan bagi penderita kehidupan masa
lalunya yang kejam. Banyak dari wanita di lembaga
pemasyarakatan akan membutuhkan bantuan
konseling secara intensif untuk memungkinkan me-
reka menghadapi pengalaman masa lalu mereka.
Banyak remaja dan pemuda di lembaga pema-syara-
katan berasal dari latar belakang kekerasaan dalam
rumah tangga atau dibesarkan di jalanan dalam suatu
bentuk budaya geng.

Penanggulangan masalah ini sangat penting agar
orang-orang dengan latar belakang seperti ini dapat
terus menjalani kehidupan mereka tanpa melakukan
kejahatan dan melakukan kekerasan terhadap orang
lain. Bila masalah ini tidak ditangani, sistem pemasya-
rakatan akan terus membiarkan para mantan
narapidana turun kembali ke jalanan setelah
dibebaskan yang mungkin lebih bengis dan rusak lagi
akibat pengalaman mereka selama di lembaga pe-
masyarakatan. Banyak orang yang masuk lembaga
pemasyarakatan sebagai pelanggar hukum ringan be-
rubah menjadi lebih kejam dan berbahaya setelah pe-
lepasan.

3.4 Untuk mempromosikan kesehatan
masyarakat yang lebih baik

Lembaga-lembaga pemasyarakatan adalah tempat
yang tidak sehat dan banyak orang yang dipenjara
sangat buruk kesehatannya. Penyakit-penyakit
seperti HIV/AIDS dan Hepatitis B dan C jauh lebih
sering ditemukan di kalangan narapidana daripada di
kalangan masyarakat umum karena sebagian besar
narapidana adalah orang miskin dengan akses pera-
watan kesehatan terbatas atau tanpa akses perawat-
an kesehatan sama sekali, dan sejumlah yang relatif
tinggi adalah pengguna narkoba. Kondisi kesehatan
yang buruk di lembaga pemasyarakatan dan
kekerasan seksual atau aktifitas seksual di kalangan
narapidana dapat menyebabkan penularan penyakit
ini. Kebijakan untuk menyediakan kondom di lembaga
pemasyarakatan telah diusulkan oleh Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO, World Health Organisation)
dan Kantor PBB untuk Narkotika dan Kejahatan
(UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime),
dan telah diterapkan di sejumlah negara.?® Pencegah-
an terjadinya penyakit menular di lembaga pemasya-
rakatan sangat diperlukan, terutama karena para
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narapidana membawa pulang infeksi mereka dan
menularkannya kepada pasangan dan anak-anak me-
reka setelah pelepasan.

Para wanita di lembaga pemasyarakatan mengalami
masalah kesehatan yang memerlukan perhatian
khusus. Di sejumlah negara angka penyakit jiwa di
kalangan narapidana wanita sangat tinggi.?® Banyak
narapidana wanita menderita berbagai penyakit gine-
kologis yang memerlukan pengobatan. Ada juga
wanita hamil yang masuk lembaga pemasyarakatan.
Di banyak negara, perawatan seorang bayi yang lahir
di lembaga pemasyarakatan diperkenankan untuk
tetap dilakukan di lembaga bersama-sama ibunya
yang dipenjara, sebagaimana anak-anak yang masih
sangat kecil yang menyertai ibunya ke lembaga pe-
masyarakatan. Dengan demikian, lembaga pemasya-
rakatan menjadi bertanggung jawab atas
perlindungan, kesehatan dan perkembangan anak-
anak ini dalam usia dini mereka.

Karena itu, usaha menjamin agar kebijakan dan prak-
tik perawatan kesehatan di lembaga pemasyarakatan
mempertimbangkan kebutuhan kesehatan wanita,
anak perempuan, pria dan anak pria yang berbeda
tidak dapat dipisahkan dari usaha mempromosikan
kesehatan masyarakat yang lebih baik.

3.5 Untuk mempromosikan perlakuan
dan partisipasi setara pria maupun
wanita sebagai petugas sektor
pemasyarakatan

Para wanita yang bekerja di sistem pemasyarakatan
sebagai pegawai juga menghadapi diskriminasi dan
kekerasan. Mereka sering dibatasi hanya bisa me-
nangani para narapidana wanita atau bekerja da-lam
peran administrasi saja sedangkan kesempatan untuk
mencapai jenjang karir yang lebih tinggi terbatas.
Hanya di beberapa negara saja wanita memiliki
kesempatan pekerjaan yang sama dengan pria dan
menjadi direktur/kepala Lapas/Rutan besar yang
menahan narapidana pria. Laporan dari sejumlah
negara menunjukkan bahwa wanita yang bekerja di
lembaga pemasyarakatan pria dijadikan sasaran pele-
cehan dan diskriminasi dari kolega pria mereka.?”
Perlakuan serupa juga sering dilaporkan oleh pegawai
gay dan lesbian.
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Bagaimana gender dapat
dipadukan ke dalam reformasi
pemasyarakatan?

Bagaimana pun reformasi dibayangkan dan dilaksana-
kan, perhatian diperlukan untuk menjamin agar hal-hal
gender dipertimbangkan. Seringkali, buku pedoman
bagi lembaga pemasyarakatan dan panduan reformasi
tidak mempertimbangkan tingkat kekerasan berbasis
gender (GBV) di lembaga pemasyarakatan, kebutuhan
khusus para wanita dan anak-anak, dan diskriminasi
yang sering terjadi dalam sistem pemasyarakat di
semua wilayah di seluruh dunia.

Tidak ada konteks reformasi pemasyarakatan yang
sama, dan pria dan wanita di tempat yang berbeda
memiliki kebutuhan yang berbeda. Berikut ini bebera-
pa saran untuk pemaduan isu-isu gender ke dalam re-
formasi pemasyarakatan, yang dapat disesuaikan
dengan konteks khusus yang didalamnya reformasi
berlangsung. Beberapa tantangan dan peluang khu-
sus yang mungkin terdapat dalam konteks negara-ne-
gara pasca-konflik, transisi, berkembang dan maju
dibahas di Bagian 6.

4.1 Jamin agar kebijakan
pemasyarakatan cocok bagi para
narapidana pria maupun perempuan

Sebagian besar sistem pemasyarakatan beroperasi,
atau diharapkan beroperasi, sesuai dengan undang-
undang dan prosedur operasional. Sedikit peluang
diberikan untuk penilaian dan perlakuan perorangan.
Panduan penghukuman jarang memasukkan penga-
kuan perbedaan gender dan pentingnya. Pemerintah
tidak selalu mengumpulkan data yang akan memung-
kinkan membuatan penilaian mengenai kesesuaian
kebijakan dengan seluruh populasi. Hal ini proble-
matik mengingat bagaimana kebijakan kepenjaraan
sering dirancang untuk memenuhi kebutuhan
narapidana pria. Untuk menjamin agar kebijakan le-
bih tepat dan tidak diskriminatif, sistem pemasyarakat-
an perlu diuraikan secara tegas untuk melihat
bagaimana sistem ini dapat menanggulangi semua ta-
hanan secara adil (lihat Kotak 1). Bidang-bidang yang
perlu dipertimbangkan adalah:

= Penggunaan penahanan pra-peradilan — Apakah
wanita ditahan berdasarkan kriteria yang berbeda
dengan kriteria yang digunakan untuk pria —
misalnya mengenai kebutuhan untuk laporan
psikiatrik atau perlindungan — dalam hal penahanan
tidak dibutuhan? Apakah tanggung jawab keluarga
dipertimbangkan ketika penahanan pra-peradilan
dipertimbangkan?

= Apakah praktik penghukuman mencerminkan
perbedaan berbasis gender? Dapatkah panduan
penghukuman dan nasihat bagi lembaga peradilan
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meliputi pertimbangan mengenai dampak sosial dari
hukuman tersebut terhadap orang yang memikul
tanggung jawab perawatan utama? Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Rusia mencan-
tumkan bahwa hukuman penjara untuk wanita hamil
atau wanita beranak kecil yang dipidana melakukan
kejahatan ringan otomatis ditangguhkan sampai si
anak mencapai usia 14 tahun. Bila wanita yang ber-
sangkutan tidak dihukum lagi selama jangka waktu
itu, hukuman tersebut tidak dilaksanakan.?®

= Apakah sistem sanksi non-custodial meman-
faatkan wanita? Apakah para wanita terwakili seca-
ra proporsional dalam sanksi tersebut??°

= Apakah populasi lembaga pemasyarakatan meliputi
banyak orang dengan latar belakang pengalaman
kekerasan berbasis gender? Apakah mereka
lebih baik ditangani dalam sistem kesehatan atau
kesejahteraan?

= Apakah penyimpanan catatan administrasi me-
mungkinkan ditariknya kesimpulan mengenai perla-
kuan terhadap kelompok yang berbeda? Apakah
semua statistik dipisahkan untuk menunjukkan jenis
kelamin dan usia? Apakah data ini tersedia bagi
masyarakat, media massa dan parlemen sehingga
kelompok yang memperhatikan wanita, orang LGBT
dan anak-anak dapat menilai perlakuan yang diala-
mi kelompok-kelompok ini?

4.2 Jamin agar mekanisme pengawasan
dan keluhan menangani gender

Penerapan pemantauan dan pengendalian external
merupakan strategi utama untuk meningkatkan standar
di Lapas/Rutan dan menjamin perlakuan yang lebih baik
terhadap narapidana. Suatu badan yang cakap dan tidak
terkait dengan administrasi Lapas/ Rutan harus dapat
memeriksa keadaan pemenjaraan, menilai apakah ter-
jadi perlakuan buruk dan melapor kepada suatu
lembaga pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk
menindaklanjuti temuan mereka. Sistem keluhan yang
efektif juga menjadi persyaratan pokok. Mekanisme ini
penting karena lembaga pemasyarakatan adalah suatu
lingkungan yang tertutup yang menahan orang yang
paling rentan dalam setiap masyarakat, dan orang yang
bekerja di lembaga pemasyarakatan memiliki kekuasa-
an besar terhadap para narapidana.

Namun demikian, mekanisme pengawasan dan
keluhan tidak menjalankan perannya bila mekanisme
tersebut tidak peka terhadap gender dan diskriminasi
dan tidak mengenali dan melaporkan terjadinya GBV.

Pemantauan yang efektif

Penerapan sistem pemantauan dan pengawasan
nasional dapat:

= Membantu melindungi para narapidana dari penga-
niayaan dan perlakuan buruk, termasuk kekerasan
berbasis gender.

= Mempromosikan budaya rasa hormat supaya semua
narapidana, tanpa mengindahkan jenis kelamin,




orientasi seksual atau asal mereka, diperlakukan de-
ngan menghormati martabat mereka.

= Menciptakan iklim yang didalamnya penganiayaan
seperti GBV dibocorkan dan tidak disembunyikan
dalam budaya kekebalan hukum.

= Membantu melindungi petugas lembaga pemasya-
rakatan pria dan wanita dari tudingan palsu melalui
evaluasi independen atas keluhan terhadap mereka.

Mekanisme pengawasan dapat berupa:
= Hakim yang ditunjuk secara khusus

= Organisasi masyarakat sipil

m Pengawas lembaga pemasyarakatan yang ditunjuk
secara khusus

= Komisi HAM

= Badan pemantauan internasional

Tidak semua mekanisme pengawasan efektif dan
tidak semuanya memberikan perhatian yang
memadai terhadap isu-isu gender. Orang luar yang
mengunjungi lembaga pemasyarakatan dapat dengan
mudah dijauhkan dari keadaan yang para pejabat
lembaga pemasyarakatan itu tidak ingin mereka lihat,
terutama hal-hal yang berkaitan dengan GBYV, di
mana para pejabat lembaga pemasyarakatan
menutup matanya. Narapidana yang pernah menjadi
korban kekerasan dapat dihukum karena berbicara
dengan pengawas. Narapidana yang patuh mungkin
dipilih untuk menemui pengawas dan memberikan
gambaran yang menyenangkan kepada mereka.
Organisasi masyarakat sipil yang tergantung pada
dukungan dan pendanaan pemerintah mungkin tidak
melaksanakan tugas tersebut dengan memadai
karena khawatir pendanaan dan pengakuan yang
mereka terima akan dibahayakan bila mereka
berbicara secara terus-terang mengenai apa yang
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mereka temukan, atau karena mereka tidak memiliki
bekal pelatihan atau keahlian yang diperlukan untuk
mengungkap isu-isu yang panas seperti perkosaan.

Untuk menjamin prosedur pengawasan yang
efektif dan mempertimbangkan gender:

m Orang yang bertanggungjawab atas pengawasan
harus mampu berkomunikasi dengan dan
mendapatkan kepercayaan dari semua narapidana.
Dengan demikisan, tim pengawasan harus
mencakup pria dan wanita.

m Para pengawas harus dapat mengakses tak
terbatas atas semua bagian lembaga pemasyara-
katan pada setiap saat sehingga tidak seorang pun
narapidana yang dapat disembunyikan.

m Para pengawas harus berhak melaksanakan
kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan
langsung diizinkan masuk.

m Para pengawas harus sudah mendapat latihan
khusus mengenai perlakuan yang layak terhadap
wanita, anak-anak yang dirawat di lembaga
pemasyarakatan bersama-sama ibunya, dan
kelompok dengan kebutuhan khusus lainnya.

= Tim pengawasan harus melibatkan para pakar yang
memiliki keahlian kesehatan.

Prosedur keluhan yang efektif dan dapat diakses
semua orang

Tanpa prosedur keluhan yang dibuat sebagaimana
semestinya dan mandiri, narapidana berada dalam
kekuasaan para pejabat lembaga pemasyarakatan
dan tidak dapat meminta ganti rugi atas penganiayaan
yang mereka alami. Hal ini terutama berlaku untuk
GBV, di mana narapidana mungkin dipermalukan ka-
rena mengadu. Umumnya, mekanisme keluhan harus
dipercaya oleh narapidana.

m Penilaian eksternal atas pemenjaraan wanita di Australia

Komisi Anti-diskriminasi Queensland, Australia, dilaksanakan penilaian atas pemenjaraan wanita untuk menetapkan sejauh mana Departemen
Pelayanan Pemasyarakatan memenuhi persyaratan untuk memberikan pelayanan pemasyarakatan 'melalui penahanan, pengawasan dan
rehabilitasi para pelanggar hukum’ tanpa diskriminasi. Komisi ini menyimpulkan bahwa:

= Instrumen dan prosedur klasifikasi keamanan dapat menyebabkan wanita diklasifikasikan secara terlalu berat.

= Kepentingan terbaik anak-anak tidak dipertimbangkan, baik dalam penghukuman maupun di lembaga pemasyarakatan.

m |su-isu kesehatan jiwa sering diabaikan.

= Wanita dari kelompok-kelompok pribumi menghadapi diskriminasi khusus.

Laporan tersebut memberikan sejumlah usulan yang meliputi pelatihan yang lebih baik bagi petugas tentang non-diskriminasi dan pembentukan

inspektorat independen yang bertanggungjawab kepada Parlemen.*

Proses ini menunjukan keuntungan dari penggunaan badan mandiri — dengan keprihatinan atas pemberantasan diskriminasi — menilai sistem
pemasyarakatan. Penilaian serupa dilaksanakan di Inggris dan Wales oleh seorang anggota Parlemen. Hasil penilaian ini mengusulkan
pembentukan pusat-pusat wanita sebagai alternatif pada penahanan, dan tempat penjagaan lokal yang kecil dengan kapasitas 20-30 wanita
untuk menggantikan secara tertahap sistem lembaga pemasyarakatan wanita.* Penilaian eksternal seperti ini sering menghasilkan usulan

perubahan yang lebih radikal daripada proses penilaian internal.
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kesopanan dan penghormatan di lembaga-lembaga pemasyarakatan

W Pengawas Besar Penjara untuk Skotlandia: pengawasan kemanusiaaan,

Agar memperjelas bahwa beliau bebas dan mendasarkan standar pemenjaraan pada kerangka HAM internasional, Pengawas Besar Penjara untuk
Skotlandia menugasi serangkaian standar pengawasan baru yang mencakup tiga bidang:

= Keselamatan
= Kesopanan, kemanusiaan dan penghormatan atas hak-hak hukum
= Kesempatan perbaikan diri dan akses pelayanan dan kegiatan

Di bawah ini adalah ringkasan Standar yang Digunakan dalam Pengawasan Penjara di Skotlandia sehubungan dengan penggeledahan dan
kunjungan keluarga.

Hasil
Narapidana diperlakukan dengan hormat oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Standar
Langkah-langkah pengamanan seperti penggeledahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perlindungan martabat manusia.

Pengukur

= Narapidana hanya dijadikan sasaran penggeledahan rongga badan oleh petugas dengan jenis kelamin yang sama
= Penggeledahan rongga badan tidak dilaksanakan dengan cara yang merendahkan martabat

= Penggeledahan telanjang tidak dilaksanakan secara berkala dan hanya dilaksanakan dengan alasan yang kuat

= Narapidana ikut hadir ketika sel atau harta pribadi mereka digeledah

Hasil
Hubungan baik dengan keluarga dan teman terpelihara.

Standar
Kunjungan keluarga diutamakan sehubungan dengan frekuensi, lamanya dan kualitas serta tidak dibatasi sebagai bagian dari proses disipliner atau
pengawasan apa pun.

Pengukur
= Anggota keluarga dapat ambil bagian dalam sistem pemasukan untuk narapidana baru

= Anggota keluarga mendapat keterangan yang jelas dan berguna mengenai sistem kunjungan dan terdapat pengaturan khusus untuk transportasi
ke lembaga pemasyarakatan bila fasilitas angkutan umum tidak cukup

= Pengaturan untuk memesan kunjungan harus transparan, mudah dipahami dan murah

= Sebagian besar narapidana dapat menerima kunjungan mingguan minimal selama satu jam

= Kunjungan tidak dibatalkan karena alasan administratif atau karena alasan operasional tidak darurat

= Waktu yang digunakan oleh pengunjung bersama narapidana tidak dikurangi oleh prosedur administrasi yang lama saat pendaftaran
= Hak-hak dasar untuk menerima kunjungan tidak berhubungan dengan penilaian perilaku selama di lembaga pemasyarakatan

= Kunjungan tertutup hanya dikenakan dalam hal terdapat bukti penganiayaan yang kuat — bukan sebagai hukuman — dan pengenaannya ditinjau
secara berkala

= Bila para pengunjung dilarang, alasannya dijelaskan, keputusan tersebut dapat dimintakan banding dan ditinjau kembali pada jarak waktu yang
berkala

= Usaha dilakukan untuk menahan narapidana sedekat mungkin dengan kampung halamannya
= Bila seorang narapidana dipindahkan, keluarganya diberikan pemberitahuan yang memadai

Standar-standar ini menunjukkan cara yang dapat digunakan agar standar lembaga pemasyarakatan dapat mempertimbangkan dampak
pemenjaraan yang berbeda pada kelompok-kelompok yang berbeda, seperti narapidana pria dan perempuan. Standar juga harus berusaha
mengukur perbaikan perlakuan terhadap wanita dan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan dan penurunan terjadinya GBV sebagai hasilnya.

m Keberadaan sistem keluhan dan cara meng-
aksesnya harus dipublikasikan dan diketahui oleh
semua narapidana. Banyak sistem yang memasang

= Keluhan harus dapat diadukan secara rahasia. pengumuman di beberapa lokasi di lembaga

pemasyarakatan yang memberikan perincian
bagaimana berkomunikasi dengan pengawas
keluhan atau kantor ombudsman.

Untuk menjamin prosedur keluhan yang efektif
dan mempertimbangkan gender:

= Narapidana harus dilindungi dari tindakan balas
dendam akibat pengaduan keluhan dan sistem
tersebut tidak boleh mengandung penghambat

untuk pengaduannya, seperti hukuman karena m Narapidana harus mudah mengakses mekanisme
mengadukan keluhan yang tidak terbukti atau keluhan, baik secara lisan maupun tertulis. Bila
dianggap 'palsu dan jahat'. populasi lembaga pemasyarakatan beraneka

ragam, penyuluhan tersebut harus disediakan




dalam bahasa-bahasa yang cocok. Langkah-lang-
kah harus diambil untuk menjamin agar narapidana
yang buta huruf memahami dan dapat mengakses
mekanisme keluhan.

4.3 Hapuskan diskriminasi dalam cara
pengelolaan lembaga pemasyarakatan

Kurangi tingkat keamanan yang tidak sesuai

Jumlah lembaga pemasyarakatan yang relatif sedikit
untuk wanita berarti sering tersedia akomodasi yang
terbatas, dan jenis akomodasi, bagi narapidana wanita
dibandingkan dengan yang tersedia bagi narapidana
pria. Misalnya, di daerah yang didalamnya mungkin
terdapat empat Lapas/Rutan pria dengan klasifikasi ke-
amanan yang berbeda, mungkin hanya satu lembaga
pemasyarakatan wanita. Dalam hal tersebut, rejim ke-
amanan di satu lembaga pemasyarakatan tersebut
akan ditentukan oleh persyaratan keamanan mak-
simum. Ini berarti narapidana wanita sangat besar ke-
mungkinannya ditahan sesuai dengan klasifikasi
keamanan yang lebih ketat daripada yang dapat dibe-
narkan oleh penilaian risiko yang mereka timbulkan.*?

Selanjutnya, peraturan dan prosedur keamanan yang
dirancang untuk narapidana pria sering diterapkan
untuk wanita, walaupun kejahatan wanita lebih kecil
kemungkinannya melibatkan kekerasan dan wanita
sering memperlihatkan tingkah laku yang berbeda di
lembaga pemasyarakatan. Laporan terbaru mengenai
wanita di lembaga pemasyarakatan di Inggris dan
Wales menyimpulkan:

‘Tingkat keamanan di lembaga pemasyarakatan
diberlakukan untuk mencegah agar narapidana pria
tidak melarikan diri atau dapat berkumpul untuk
menggulingkan penguasaan lembaga tersebut.
Wanita tidak bertindak seperti ini. Tentunya, sebagian
narapidana wanita melarikan diri tetapi umumnya
mereka pulang saja karena mereka tidak tahan
berpisah dengan anak-anaknya.

Reformasi pemasyarakatan mencakup usaha
menjamin agar keadaan penjara harus bersifat
membatasi hanya sejauh diperlukan demi penjagaan
narapidana dengan aman dan kehidupan komunitas
yang tertib di penjara itu. Peraturan pengamanan ge-
nerik yang diterapkan pada semua lembaga pe-
masyarakatan jelas tidak tepat, tanpa mengindahkan
apakah lembaga pemasyarakatan tersebut menahan
pria atau wanita.

Peraturan yang berbeda harus dirancang untuk
lembaga pemasyarakatan pria dan wanita yang
meliputi peraturan yang berlaku untuk:

= Langkah-langkah keamanan dalam bangun-ba-

ngunan dan di sekitarnya, seperti jeruji besi, kawat
berduri, dinding tinggi dan pengawal bersenjata

= Perlakuan terhadap pengunjung dan pengaturan
untuk kunjungan keluarga

Reformasi Pemasyarakatan dan Gender

m Prosedur yang harus diikuti bila wanita
meninggalkan lembaga pemasyarakatan untuk
sementara — misalnya. untuk berobat ke rumah sakit

m Pengaturan untuk pembebasan siang hari,
pembebasan bersyarat siang hari dan cuti
mengunjungi keluarga

Sediakan kegiatan yang sesuai bagi wanita dan
kelompok terpinggirkan lainnya

Banyak lembaga pemasyarakatan tidak menyediakan
kegiatan bagi narapidana pria atau pun wanita. Di
lembaga pemasyarakatan yang menyediakan
kegiatan, wanita sering mendapat akses untuk
kesempatan yang paling terbatas, dan kegiatan yang
paling umum adalah menjahit.** Narapidana yang sa-
ngat rentan, seperti narapidana penderita HIV/AIDS
dan narapidana yang ditahan di unit demi perlin-
dungan khusus dari narapidana lain, juga sering ke-
hilangan kesempatan mendapatkan pendidikan dan
kegiatan lainnya. Kegiatan di lembaga pemasya-
rakatan wanita harus dirancang khusus untuk popu-
lasi yang ditahan didalamnya. Pendidikan dasar akan
dibutuhkan untuk banyak orang. Namun demikian, tu-
juan utamanya harus menawarkan kegiatan yang
membantu para wanita dapat mengatasi masa lalunya
dan menjadi lebih bebas dan mandiri. Pendekatan se-
perti ini dapat diterapkan di semua negara, bagaima-
na pun tingkat sumber dayanya. Di negara-negara
yang lebih miskin, narapidana yang melek huruf dapat
mengajar narapidana lainnya, dan sukarelawan dari
kelompok masyarakat sipil dapat dilibatkan. Pelatihan
pertanian dan pembuatan barang dagangan yang
dapat dijual di pasar akan membantu wanita menjadi
mandiri setelah pelepasan. Menjadi mandiri setelah
pelepasan sangat penting bagi wanita dari negara-ne-
gara yang didalamnya pemenjaraan dapat me-
nimbulkan rasa malu sehingga rekonsiliasi dengan
keluarga tidak mungkin terjadi.

Di negara-negara maju, program di lembaga pemasya-
rakatan wanita harus dihadapkan ke arah membangun
kepercayaan dan harga diri, menghadapi pengalaman
traumatis masa lalu dan ketagihan masa kini, agar
memungkinkan wanita mengakses pelayanan yang
menjadi hak mereka di dalam masyarakat di luar
lembaga pemasyarakatan dan membangun landasan
bagi mereka untuk mendapatkan nafkah yang halal.

4.4 Jamin agar perlakuan dalam lembaga
pemasyarakatan sesuai dengan
kebutuhan khusus pria dan wanita

Memperbaiki hubungan dengan keluarga

Hubungan dengan keluarga sangat penting saat me-
rancang reformasi pemasyarakatan yang tanggap ter-
hadap gender. Hubungan dengan keluarga penting
bagi narapidana pria karena komunikasi ini membantu
mereka memelihara hubungan dengan dunia luar dan
hubungan dengan keluarga dan anak-anak mereka,
apabila mereka punya anak. Bagi narapidana wanita,
hubungan dengan keluarga ini mungkin lebih penting,
karena dalam sebagian besar masyarakat wanita me-
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mikul tanggung jawab perawatan utama bagi keluar-
ganya. Narapidana wanita lebih besar kemungkinan-
nya daripada narapidana pria menjadi perawat
tunggal atau perawat utama bagi anak-anak kecil dan
anggota keluarga lainnya, seperti kerabat lanjut usia,
sebelum menjalani pemenjaraan. Di Uni Eropa diper-
kirakan 700.000 anak-anak dipisahkan dari orang tua
yang dipenjara setiap tahun.3® Perpisahan dari anak-
anak sangat menambah penderitaan dari pe-
menjaraan bagi ibu, dan pengaturan kunjungan yang
ramah anak-anak sangat penting. Namun demikian,
karena terdapat jauh lebih sedikit lembaga pemasya-
rakatan wanita, para wanita cenderung dipenjara lebih
jauh dari keluarga mereka dan karena itu umumnya
lebih jarang mendapat kunjungan keluarga.

Hubungan dengan keluarga juga penting bagi
pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan
rehabilitasi narapidana. Narapidana yang memelihara
kedekatan keluarga ketika berada di lembaga pe-
masyarakatan memperlihatkan lebih sedikit masalah
disipliner, kesehatan fisik dan mentalnya lebih baik, le-
bih besar kemungkinannya mereka berhasil me-
lakukan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah
dibebaskan dan lebih kecil kemungkinannya kembali
melakukan tindak pidana.3®

Di sejumlah negara, kerangka hukum yang berlaku
mensyaratkan bahwa hubungan antara narapidana
pra-pengadilan serta keluarga dan teman mereka
harus disetujui oleh kejaksaan atau kekuasaan per-
adilan. Bila hubungan tersebut diperbolehkan, syarat-
syarat yang bersifat membatasi mungkin berlaku,
seperti pengawasan langsung oleh petugas, panjang-
nya hubungan yang sangat singkat dan larangan me-
lakukan kontak fisik.’” Di banyak sistem lembaga
pemasyarakatan pengaturan kunjungan untuk
narapidana yang telah dijatuhi hukuman mendapat
prioritas rendah. Kunjungan mungkin sangat jarang
dan diizinkan dengan syarat yang tidak mengizinkan
kontak fisik. Narapidana dan pengunjung harus saling
berteriak melalui layar Perspex atau berdiri di balik
tralis. Di lembaga pemasyarakatan wanita di Mauritius
pada tahun 2001, wanita dipisahkan dari anak-anak
mereka oleh panel kaca, salah satu aspek kehidupan
lembaga pemasyarakatan yang sangat menyusahkan
bagi wanita.® Dalam kunjungannya ke Irlandia pada
tahun 2002, Komite Eropa untuk Pencegahan
Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak
Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CPT,
European Committee for the Prevention of Torture
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
menemukan di suatu lembaga pemasyarakatan bah-
wa ‘fasilitas kunjungan tidak memberikan privasi dan
jadi sangat bising bila beberapa narapidana mendapat
kunjungan pada waktu yang sama.’*® Sebagian sistem
sama sekali tidak mengizinkan anak-anak berkunjung.

Perbaikan pengaturan untuk kunjungan harus
menjadi prioritas utama dalam reformasi

pemasyarakatan yang tanggap terhadap gender.

Hal-hal berikut harus dipertimbangkan:

= Narapidana harus ditahan sedekat mungkin dengan
kampung halaman dan keluarganya.

= Bila narapidana harus ditahan jauh dari kampung
halamannya, model yang terdapat di negara-negara
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Asia Tengah, Eropa Timur dan Amerika Utara (Ka-
nada dan Kalifornia) berupa kunjungan keluarga tiga
hari di apartmen dalam lembaga pemasyarakatan
atau di lingkungan lembaga pemasyarakatan harus
dipertimbangkan.

m Kesempatan untuk mengunjungi narapidana harus
seluas dan sefleksibel mungkin.

m Frekuensi dan kualitas kunjungan tidak boleh ter-
gantung pada perilaku atau diubah atau dipengaruhi
sebagai hukuman.

m Pengunjung sebaiknya diperlakukan dengan hormat
dan langkah-langkah keamanan tidak boleh meren-
dahkan martabat mereka.

m Tidak boleh ada layar atau penghalang fisik yang
memisahkan narapidana dan pengunjung mereka,
kecuali terdapat alasan yang memaksakannya
dalam kasus narapidana tertentu, dan pembatasan
ini harus ditinjau kembali secara berkala. Terutama,
kontak fisik dengan anak-anak harus diizinkan.

= Fasilitas kunjungan harus nyaman, menyenangkan
dan memungkinkan privasi dan kegiatan positif.

= Narapidana tidak boleh diharuskan mengenakan
pakaian yang berbeda dan merendahkan martabat
selama kunjungan.

= Hari kunjungan keluarga harus didorong di lembaga
pemasyarakatan wanita. Di LAPAS Emu Plains di
New South Wales, Australia, pada akhir pekan dan
hari libur umum pengunjung diperkenankan
berkunjung ke lembaga pemasyarakatan dari jam
08.30 sampai 11.30 dengan waktu istirahat untuk
makan siang, dan kemudian dari jam 12.30 untuk
15.30.

m "Kunjungan pribadi hubungan swami-isteri"
merupakan hal umum untuk narapidana pria di
banyak wilayah di dunia. Kekuasaan Lapas/Rutan
harus memastikan agar narapidana wanita
mendapatkan akses kunjungan hubungan swami-
isteri yang setara dengan narapidana pria.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, World Health
Organisation) menganjurkan agar kondom
disediakan bagi kunjungan keluarga di Lapas/Rutan
‘tanpa prosedur yang rumit atau merendahkan
martabat untuk mendapatkannya, seperti harus
memintanya dari petugas.’®

Memelihara martabat manusia

Keharusan bahwa semua narapidana diperlakukan
dengan manusiawi dan dengan menghormati
martabat mereka merupakan peraturan yang
mendasar dan berlaku universal. Peraturan ini
berlaku untuk semua unsur kehidupan lembaga
pemasyarakatan, termasuk masalah intim seperti
penampilan pribadi dan pelaksanaan fungsi-fungsi
tubuh. Masalah yang berkaitan dengan privasi tubuh
sangat penting untuk pria dan wanita dalam budaya
tertentu. Narapidana tidak boleh terlihat telanjang,
terutama oleh orang dengan jenis kelamin yang
berbeda. Pengaturan keamanan dan kepegawaian
dengan gender campuran harus mempertimbangkan
masalah ini.




‘Kami menelanjangi diri setiap hari di depan orang-
orang yang tidak kami kenal dan kami diberitahu
bahwa itulah cara hidup kami di kampung halaman,
Jjadi apa yang kami keluhkan. Di kampung halaman
kami memiliki perasaan ‘laaj’ (malu dan martabat)
dan diasumsikan bahwa saat kami datang kemari
sebagai narapidana kami kehilangan semua
perasaan halus yang dimiliki seorang wanita sebagai
wanita.’

Seorang narapidana wanita di India*'

Untuk diperlakukan dengan menghormati martabat
mereka, narapidana harus mampu membersihkan diri
mereka dan melakukan fungsi-fungsi tubuh secara
pribadi. Standar CPT untuk wanita di lembaga pe-
masyarakatan menyatakan: ‘Akses mudah atas fa-
silitas kebersihan dan mandi, pengaturan yang aman
untuk pembuangan barang-barang yang dikotori
darah, dan juga penyediaan perlengkapan kesehatan,
seperti pembalut wanita dan tampon, sangat penting.
Kegagalan menyediakan kebutuhan pokok ini dapat
dianggap, prima facie, sebagai perlakuan yang
merendahkan martabat manusia.’#?

Hal-hal yang harus dipertimbangkan meliputi:

= Pengaturan privasi bila orang harus membuka
pakaian

m Privasi di kakus dan kamar mandi
= Penggunaan kunci privasi di pintu sel
= Penyediaan perlengkapan kesehatan wanita

m Pengurangan penghinaan dalam cara pengambilan
sampel urin dan sampel lainnya untuk pemeriksaan
narkoba

Narapidana hanya boleh dijadikan sasaran pengge-
ledahan fisik pribadi bila diperlukan dan dengan tidak
mencolok mata. Penggeledahan oleh para petugas
dengan jenis kelamin yang berbeda adalah tindakan
kontroversial.#* Standar CPT menetapkan bahwa:

Reformasi Pemasyarakatan dan Gender

‘Orang yang kehilangan kebebasannya harus dige-
ledah hanya oleh petugas dengan gender yang sama
dan bahwa setiap penggeledahan yang meng-
haruskan seorang narapidana membuka pakaian
harus dilakukan tanpa dilihat petugas lembaga pe-
masyarakatan dengan gender yang berbeda.” Pada
tahun 1993 Mahkamah Agung Kanada memutuskan
bahwa petugas wanita boleh menggeledah narapida-
na pria dan memeriksa sel mereka tanpa peringatan
tetapi tidak mengizinkan petugas pria menggeledah
narapidana wanita.**

Narapidana wanita mungkin merasakan penggele-
dahan telanjang sangat traumatik, dan kebijakan me-
ngenai penggeledahan telanjang harus dirumuskan
secara terpisah dan dengan teliti sehubungan dengan
narapidana wanita.*> Penggeledahan telanjang tidak
boleh dilakukan sebagai hukuman. Bila penggeledah-
an telanjang seorang wanita dianggap perlu dalam ke-
adaan tertentu, anggota staf pria tidak boleh hadir
(lihat Kotak 3)

4.5 Cegah dan tanggapi kekerasan
berbasis gender di lembaga
pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan harus dikelola sesuai
dengan rule of law. Karena itu, para petugas tidak
boleh menganiaya atau melecehkan narapidana dan
berkewajiban menjamin agar narapidana aman dan
terlindung dari kekerasan yang dilakukan oleh
narapidana lainnya. Di banyak negara, petugas lem-
baga pemasyarakatan jarang dituntut karena penya-
lahgunaan hukum. Walaupun perlu menjamin agar
kejahatan terhadap narapidana ditangani melalui
sistem peradilan, langkah-langkah pencegahan juga
harus dilakukan.

Langkah-langkah ini meliputi:
= Perundang-undangan yang sesuai (lihat Kotak 4)
= Para pengelola yang terlatih dan kompeten

m Penghapusan penggeledahan rongga badan narapidana wanita*®

Di rumah tahanan wanita di Moscow, penggeledahan rongga badan terhadap setiap narapidana wanita yang baru masuk sudah menjadi kebiasaan.
Kebiasaan ini dibenarkan dengan alasan keamanan untuk menjamin agar tidak ada barang ilegal atau terlarang dibawa ke dalam lembaga
pemasyarakatan. Kenyataannya, kebiasaan ini digunakan sebagai cara menundukkan narapidana baru dan mengesankan sejak awal kepada
mereka keperluan untuk menyesuaikan diri mereka pada peraturan. Para mitra dari Kerajaan Inggris (UK, United Kingdom) yang bekerja dalam
proyek perbaikan lembaga pemasyarakatan sangat berprihatin terhadap dan bekerja sama dengan imbangan-imbangan Rusia mereka untuk
menunjukkan bahwa tidak ada alasan keamanan untuk kebiasaan tersebut dan bahwa kebiasaan itu merupakan pelanggaran berat terhadap hak-
hak pribadi. Selain itu juga, kebiasaan tersebut jauh lebih mengganggu pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan kesehatan narapidana daripada
keprihatinan mengenai penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan itu. Setelah tahun pertama proyek tersebut, para mitra Rusia
setuju untuk menghentikan penggeledahan otomatis ini dan menggunakannya hanya dalam kasus tertentu bila terdapat kebutuhan keamanan yang
jelas. Buki statistik mengisyaratkan bahwa tindak pidana telah menurun, bukannya meningkat, sejak perubahan ini dilaksanakan.

Reformasi lainnya adalah menjamin agar hanya petugas wanita membuka pintu sel narapidana wanita. Menurut peraturan pemasyarakatan Rusia

seorang pria harus ikut hadir saat sel dibuka, tetapi petugas diyakinkan bahwa seharusnya hanya wanita yang membuka sel narapidana wanita dan
menjadi orang pertama yang masuk sel tersebut, walaupun anggota petugas pria boleh berada di koridor.
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Amerika Serikat

Perundang-undangan tentang perkosaan di lembaga pemasyarakatan di

Sebuah survei terhadap para narapidana pada tahun 2000 di tujuh fasilitas lembaga pemasyarakatan pria Amerika Serikat menunjukkan bahwa 21%
dari narapidana tersebut pernah mengalami setidaknya satu kejadian hubungan seksual karena tekanan atau paksaan dan setidaknya 7% pernah
diperkosa.*’

Di AS, sebuah organisasi yang dinamakan Stop Prisoner Rape (Hentikan Perkosaan Narapidana) telah menkampanyekan selama bertahun-tahun
menentang penganiayaan ini. Pendirinya sendiri, Steve Donaldson, pernah dikenai perkosaan geng waktu dia ditahan di lembaga pemasyarakatan
di Washington DC pada tahun 1973 karena memprotes pemboman yang dilakukan Amerika Serikat di Kamboja. Pada tahun 2003, 30 tahun ke-
mudian, Undang-Undang Penghapus Perkosaan di Lembaga Pemasyarakatan disahkan. Undang-undang tersebut menyerukan pengumpulan data
statistik nasional tentang perkosaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat, penyusuan panduan bagi negara-negara bagian me-
ngenai bagaimana menangani perkosaan narapidana, pembentukan panel kaji ulang untuk mengadakan sidang tahunan dan pemberian subsidi ke-
pada negara-negara bagian untuk memerangi masalah tersebut. Steve Donaldson meninggal dunia pada tahun 1996. Dia terinfeksi oleh HIV akibat
diper-kosa di lembaga pemasyarakatan.*

Sebuah evaluasi tiga tahun pertama setelah pengesahan Undang-Undang tersebut menunjukkan kemajuan besar dalam usaha mengurangi keja-

dian perkosaan di lembaga pemasyarakatan melalui:
= Pembuatan kebijakan (daripada kerahasiaan dan penyangkalan)

= Pencegahan (melalui penempatan narapidana yang lebih dipertimbangkan, pengurangan kepenuhan narapidana dan pendidikan bagi narapidana )

= Pemeriksaan dan penuntutan

= Pelayanan bagi korban

Pelatihan petugas Lapas/Rutan
= Kerja sama dengan badan-badan non-penjara®

Hal ini menunjukkan bagaimana usaha kampanye intensif selama bertahun-tahun dapat mengungkapkan penganiayaan berbasis gender setelah
banyak penyangkalan, dan bagaimana perubahan undang-undang dapat menghasilkan langkah-langkah praktis untuk mengurangi frekuensi

penganiayaan tersebut.

= Pengawasan lembaga pemasyarakatan oleh badan
eksternal yang mandiri

= Mekanisme keluhan yang efektif

= Protokol-protokol untuk respons dan pemeriksaan
(lihat Kotak 5)

= Pelatihan bagi petugas

= Pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab
kepada otoritas kesehatan, bukan kepada
administrasi Lapas/Rutan

4.6 Jamin akses perawatan kesehatan
bagi para narapidana pria dan
perempuan

Perawatan kesehatan merupakan aspek yang sangat
penting dalam kehidupan lembaga pemasyarakatan.
Populasi lembaga pemasyarakatan di mana-mana
dipenuhi oleh orang-orang dari kelompok yang paling
terpinggirkan dalam masyarakat, dengan kesehatan
yang buruk, penyakit kronis yang tak terawat dan
masalah kesehatan jiwa. Banyak di antara mereka
yang ikut serta dalam kegiatan berisiko kesehatan
yang besar, seperti menyuntikkan narkoba dan
pekerjaan seks, akhirnya mendekam di lembaga
pemasyarakatan. Angka hepatitis B dan C jauh lebih
tinggi di lembaga pemasyarakatan daripada di luar
lembaga pemasyarakatan.’’ Angka infeksi HIV di
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lembaga pemasyarakatan bisa menjadi 75 kali lebih
tinggi daripada di masyarakat luar.>?> Sebagai contoh,
walaupun narapidana hanya 0,01% dari jumlah
penduduk Spanyol, mereka mencapai 7% dari
diagnosa AIDS.%3 Wanita di lembaga
pemasyarakatan berasal dari latar belakang dengan
tingkat kekerasan dan penganiayaan yang jauh lebih
tinggi daripada narapidana pria. Tingkat kejadian
penyakit jiwa lebih tinggi di kalangan narapidana
perempuan daripada di kalangan narapidana pria.
Anak-anak di lembaga pemasyarakatan sering
berasal dari latar belakang keluarga tak harmonis
yang didalamnya penganiayaan sering terjadi.* Di
lembaga pemasyarakatan, risiko kesehatan sangat
besar, termasuk kemungkinan mengalami
kekerasaan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan
lainnya.

‘Sel kami diisi 22 orang narapidana, dan dua dari
cellmate-ku menjadikan anak-anak remaja sebagai
isteri-isteri" mereka. Mereka mendapatkan anak-
anak tersebut dengan menyuap para petugas di
gerbang utama. Anak-anak remaja ini setuju untuk
melakukan hubungan seks dengan kedua pria ini
karena mereka tidak punya pakaian atau selimut,
dan mereka lapar. Suatu hari anak-anak pria ini
mulai menangis dan menolak melakukan hubungan
seks. Kedua pria ini mengambil selimut mereka dan
setelah merasakan satu malam dengan cuaca
dingin, anak-anak remaja tersebut setuju untuk
melakukan hubungan seks dengan kedua pria itu
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Protokol 12-langkah untuk menanggapi dan menyelidiki dugaan

penganiyaan seksual di lembaga pemasyarakatan

Negara bagian Oregon di Amerika Serikat menerapkan protokol tentang penganiayaan seksual untuk melindungi narapidana dari viktimisasi lebih
lanjut dan untuk menjamin agar petugas lembaga pemasyarakatan melakukan pengumpulan bukti, teknik penyelidikan dan documentasi secara
efekif.

1.

o

10.
".

12.

lagi. Kami berusaha memberi tahu anak-anak pria
ini bahwa mereka akan mati akibat penyakit AIDS,
tetapi apa yang dapat dilakukan anak-anak pria ini?*

Perawatan kesehatan yang diberikan di banyak
sistem pemasyarakatan umumnya sangat tidak me-
madai. Menghubungkan kesehatan di lembaga pema-
syarakatan lebih dekat dengan kesehatan masyarakat
dan menetapkan supremasi prinsip-prin-sip
kesehatan masyarakat merupakan aspek reformasi
yang sangat penting. Perwujudan hubungan tersebut
dapat menghasilkan manfaat berikut dalam menjamin
agar reformasi pemasyarakatan mempertimbangkan
kebutuhan narapidana pria dan perempuan yang
berbeda:

= Narapidana wanita harus mendapatkan akses m
dokter wanita sesuai permintaan.

= Tenaga kesehatan yang tidak dipekerjakan oleh ke-

Ketika kejadian dilaporkan oleh seorang narapidana, anggota staf

a. Memberitahu pejabat yang berwenang (OIC, officer in charge)

b. Menjamin agar korban aman dan tetap dipisahkan dari pelaku

¢. Menjamin agar korban tidak mandi, makan atau minum sampai selesainya pengumpulan bukti

d. Mengamankan tempat kejadian dan menjadikannya sebagai tempat kejadian perkara (TKP) sampai penyelidikan selesai

OIC mengasingkan korban melalui pemindahan ke tempat pelayanan kesehatan dan meminta korban mengungkapkan waktu dan tempat
kejadian penganiayaan tersebut, identitas pelaku, selain pertanyaan-pertanyaan lainnya yang terkait.

OIC memberitahu petugas pelayanan kesehatan tentang penganiyaan seksual kemudian petugas pelayanan kesehatan tersebut memberikan
pengobatan yang diperlukan dan sesuai tanpa merusak barang bukti.

OIC memberitahu tim respons penganiayaan seksual yang beroperasi di Lapas/Rutan tentang status korban.

Dalam hal laporan dibuat dalam waktu 72 jam setelah penganiayaan tersebut, OIC menempatkan narapidana tersangka pelaku penganiayaan
di sel isolasi kering dan, bila berwenang, OIC memeriksa tersangka pelaku; dan mengamankan pakaian baik dari tersangka pelaku dan korban.

OIC memberitahu satuan penyelidikan supaya agar mengkoordinasikan respons penyelidikan oleh Kepolisian Negara Bagian Oregon.
OIC memberitahu Kepolisian Negara Bagian Oregon tentang kejadian penganiyaan seksual tersebut.
OIC memberitahu dan memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS, Kepala LAPAS dan manajer komunikasi.

OIC bekerja sama dengan petugas pelayanan kesehatan yang beroperasi di Lapas/Rutan itu untuk mempersiapkan transportasi ke rumah sakit
setempat untuk pengobatan, pemeriksaan, documentasi, pengumpulan bukti forensik, pengetesan terhadap infeksi menular seksual dan
pemberian rekomendasi konseling.

OIC membuat surat izin berobat ke rumah sakit (RS) dan menunjukkan petugas untuk pengawalan.

Untuk kasus yang ditangani Kepolisian Negara Bagian Oregon, OIC menjaga TKP dan chain of custody terhadap bahan bukti sampai diserahkan
kepada Kepolisian Negara Bagian Oregon dan membuat laporan kejadian menonjol.

Dalam hal laporan dibuat lebih dari 72 jam setelah kejadian dugaan tersebut, OIC, melalui konsultasi dengan pejabat penghubung bidang
penganiyaan seksual dan para penyelidik Direktorat Pemasyarakatan, meneliti dan menerapkan langkah yang tepat serta bekerja sama dengan
pejabat pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan itu untuk menentukan apakah akan melaksanakan pemeriksaan medis di tempat versus
membawa korban ke RS setempat.*

m Langkah-langkah pengamanan yang tidak cocok
(misalnya. memborgol wanita ke tempat tidur
selama dirawat di RS, selama pemeriksaan
ginekologis atau selama melahirkan) tidak boleh
dilakukan; kondom harus disediakan dan juga
langkah-langkah pengurangan bahaya bagi
pengguna narkoba.

Seorang narapidana di Malawi®®

= Harus diambil langkah-langkah yang sesuai dengan
norma kesehatan masyarakat yang baik, seperti
makanan yang diperbesar dengan kandungan
protein yang cukup untuk ibu hamil dan ibu
menyusui, perawatan sebelum dan sesudah
melahirkan dengan standar yang berlaku di
masyarakat luar, dan usaha memastikan bahwa
tenaga kesehatan yang menangani wanita cukup
terlatih.

Pastikan pemindahan kasus penyakit jiwa akut dari
lembaga pemasyarakatan ke tempat pelayanan
kesehatan, dan dukung penyediaan pelayanan
konseling bagi korban kekerasan dan penganiayaan

kuasaan lembaga pemasyarakatan akan lebih mu-
dah melakukan pendapat independen dan selalu
mengutamakan kebutuhan pasien daripada per-
mintaan para pengelola lembaga pemasyarakatan.

masa lalu, dan juga bagi pelaku penganiayaan.

= Jamin agar GBV dapat dilaporkan kepada tenanga

kesehatan tanpa khawatir adanya pembalasan.
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Box 6 Kesehatan jiwa dan perawatan wanita di lembaga pemasyarakatan di
daerah Andhra Pradesh

Perhimpunan Reformasi Pemasyarakatan dan Peradilan (PRAJA, Penal Reform and Justice Association) menyelenggarakan Kamp Kesehatan
selama seminggu di dua lembaga pemasyarakatan di Hyderabad dan Rajahmundry, sebagai bagian dari program untuk mempromosikan kesehatan

jiwa dan perawatan wanita di lembaga pemasyarakatan.

Selama kegiatan Kamp Kesehatan tersebut:

» Mata narapidana diperiksa untuk mendeteksi penyakit dan kerabunan. Enam puluh sembilan pasang kacamata dibagikan kepada narapidana

yang matanya rabun. Satu orang mengalami katarak.
= (Obat tetes mata, vitamin dan obat lainnya dibagikan.

= Unit pemeriksa darah mengidentifikasi golongan darah narapidana dan membagikan kartu kepada setiap narapidana.

= Semua wanita menjalani penyaringan kesehatan umum, kemudian diselenggarakan kamp ginekologi. Empat dokter spesialis ginekologi dan
tenaga paramedis melakukan pengetesan. Sebagian wanita memperlihatkan gejala pra-menopause, beberapa orang menderita masalah
menstruasi yang akut, banyak menderita masalah infeksi saluran kemih, dan narapidana lainnya letih karena terlalu banyak kerja dan/atau

kekurangan gizi.

= Pemeriksaan gigi memperlihatkan bahwa kebersihan rongga mulut wanita sangat kurang. Mereka mendapat penyuluhan medis umum tentang

pentingnya kesehatan rongga mulut.

m Infeksi telinga dan tenggorokan diobati dan langkah-langkah pencegahan dianjurkan.

Proyek Kamp Kesehatan PRAJA menunjukan bagaimana, di negara yang sangat miskin pun, penyangkalan standar perawatan kesehatan minimum
tidak dapat diterima. Metode dapat ditemukan untuk memungkinkan pemberian hak-hak dasar dengan masukan sumber daya yang terbatas.

4.7 Penuhi kebutuhan wanita hamil dan
ibu beranak kecil

Salah satu dari masalah yang dihadapi sistem pe-
masyarakatan saat menangani wanita adalah usaha
menjamin perlakuan yang wajar terhadap wanita ha-
mil dan ibu beranak kecil. Keadaan lembaga pema-
syarakatan yang kurang memadai, tidak adanya
perawatan dan fasilitas yang memadai, dan tingkat
stres yang tinggi akibat pemenjaraan bisa mem-
bahayakan kesehatan wanita hamil dan bayi yang
dikandungnya. Wanita hamil boleh ditahan di lembaga
pemasyarakatan hanya dalam keadaan yang paling
mendesak, seperti bila terdapat ancaman nyata ke-
jahatan dengan kekerasan. Sebagaimana yang dikata-
kan Pelopor Khusus untuk Lembaga Pemasyarakatan
di Afrika:

‘Lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang
aman bagi wanita hamil, bayi dan anak-anak
kecil dan tidak bijaksana memisahkan bayi dan
anak-anak kecil dari ibunya. Namun demikian,
mungkin dapat ditemukan penyelesaian
sehingga wanita ini tidak dipenjara: penggunaan
uang jaminan untuk tersangka yang ditahan,
hukuman non-custodial atau pelepasan se-
mentara, pembebasan bersyarat/dini, remisi, hu-
kuman percobaan [atau] penangguhan
hukuman pada narapidana [perempuan] yang
telah dijatuhi hukuman .

Bila seorang wanita hamil di lembaga pemasyara-
katan, ketentuan khusus harus dibuat untuk pera-
watan dan pengobatan sebelum dan sesudah
melahirkan. Dalam standar HAM internasional sudah
lama ditentukan dengan kuat bahwa pengaturan ha-
rus dibuat untuk menjamin agar anak-anak tidak dila-
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hirkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Jika se-
orang anak dilahirkan di dalam lembaga pemasya-
rakatan, maka kenyataan ini tidak dapat disebutkan
dalam akta kelahiran.®® Alat-alat penahanan, seperti
borgol, rantai, besi dan baju khusus untuk narapidana,
sama sekali tidak dapat diterapkan kepada wanita
hamil atau wanita yang sedang melahirkan, kecuali
terdapat alasan yang memaksakannya.

Pengaturan untuk perawatan bayi yang dilahirkan ibu
yang dipenjara dan untuk perawatan anak-anak kecil
yang ibunya dipenjara berbeda antar-negara di dunia,
mulai dari memisahkan anak dari ibunya setelah lahir,
sampai memperkenankan perawatan anak tetap
dilakukan di lembaga pemasyarakatan bersama-
sama ibunya sampai berusia enam tahun atau lebih.%®
Setiap penyelesaian menimbulkan dilema. Sebagai
dinyatakan di atas, lembaga pemasyarakatan bukan
tempat yang cocok untuk membesarkan anak, tetapi
memisahkan seorang bayi dari ibunya menggangu
perkembangannya walaupun ada tempat tinggal
alternatif yang cocok.

Penyelesaian yang paling baik adalah wanita hamil
dan ibu beranak kecil tidak dijatuhi hukuman penjara.
Dalam semua keputusan yang dijatuhkan mengenai
anak dari wanita yang di lembaga pemasyarakatan,
sesuai dengan Konvensi tentang Hak-hak Anak,
kepentingan-kepentingan terbaik anak harus me-
rupakan pertimbangan utama.®® Keputusan ini harus
dibuat dengan mempertimbangkan tanggung jawab
negara untuk menjamin perlindungan dan pertolong-
an anak-anak secara khusus.

Bila anak-anak tetap tinggal di lembaga pemasya-
rakatan bersama ibu mereka, ketentuan khusus harus
diberlakukan untuk menjamin agar hak-hak anak
dipromosikan dan dilindungi selama mereka berada di
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Rusia tentang kehamilan, ibu-ibu dan anak-anak

Ketentuan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebagai diuraikan di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Rusia memberikan penundaan hukuman penjara bagi wanita hamil atau

wanita beranak kecil yang diputus bersalah melakukan kejahatan ringan. Dalam kasus lain, KUHP ini memperkenankan pemenjaraan wanita hamil

dan perawatan bayi yang lahir di lembaga pemasyarakatan tetap dilakukan di dalam lembaga bersama-sama ibunya dengan ketentuan berikut:

s Seorang wanita yang ditahan pra-peradilan yang memiliki anak berusia di bawah tiga tahun boleh membawa anaknya ke dalam rumah tahanan,
dan anak-anak tersebut berhak mendapatkan keadaan kehidupan yang lebih baik, pelayanan kesehatan khusus, makanan dan pakaian
tambahan, waktu yang lebih lama berada di luar sel mereka dan sama sekali tidak boleh ditempatkan dalam sel hukuman.

s Dilembaga pemasyarakatan, fasilitas perawatan anak dapat dibentuk yang didalamanya anak-anak narapidana perempuan dapat dirawat sampai

mereka mencapai usia tiga tahun.

= Wanita hamil dan wanita beranak kecil berhak mendapatkan makanan tambahan dari luar lembaga, baik melalui pos ataupun dibawa keluarga
atau teman-teman mereka selama kunjungan, dan mengakses pelayanan kesehatan khusus.

= Narapidana perempuan yang hamil atau wanita yang anak-anaknya dirawat di fasilitas perawatan anak tersebut mendapatkan setidaknya 50%
dari upah, tunjangan pensiun atau pendapatan lainnya dalam rekening perorangan mereka.

= Narapidana perempuan yang anak-anak kecil dirawat di fasilitas perawatan anak di lembaga pemasyarakatan, dan narapidana perempuan yang
dibebas-tugaskan karena hamil atau baru melahirkan, tidak boleh ditempatkan di sel hukuman atau sel yang mirip sel penjara.®!

lembaga pemasyarakatan, dan selama pemisahan
dari ibu mereka yang mungkin terjadi:

= Kekuasaan kesejahteraan anak, bukan kekuasaan
lembaga pemasyarakatan, harus memikul tanggung
jawab utama untuk pengambilan keputusan me-
ngenai anak-anak di lembaga pemasyarakatan.

= Pengaturan perlu dibuat yang meminimalkan sifat
membatasinya pemenjaraan bagi anak-anak, mem-
promosikan ikatan antara ibu dan anak, dan mem-
beri anak akses atas pengalaman normal sebanyak
mungkin.

= Mekanisme harus diberlakukan untuk melindungi
anak-anak di lembaga pemasyarakatan dari segala
bentuk kekerasan fisik atau mental, termasuk
penganiayaan seksual, penelantaran atau per-
lakuan yang lalai.

= Keadaan di negara-negara Asia Tengah dan Eropa
Timur, yang didalamnya anak-anak ditempatkan di
fasilitas perawatan anak, dirawat oleh perawat yang
profesional dan dikunjungi secara berkala selama
beberapa jam oleh ibu mereka, kurang diinginkan
daripada pengaturan di negara-negara lainnya yang
didalamnya anak-anak dan ibu mereka tinggal
bersama-sama di unit-unit khusus.

Di sebagian negara, anak-anak dipisahkan dari ibu-ibu
dan dimasukkan ke dalam perawatan pemerintah pada
saat ibu mereka masuk lembaga pemasyarakatan.
Setelah pelepasan, ibu-ibu perlu membangun kembali
kehidupan dan tempat tinggal yang stabil untuk
kembali merebut perawatan atas anak-anak mereka.
Salah satu penelitian di Inggris menemukan bahwa:
‘Separuh dari ibu-ibu yang menjelang bebas tidak
berharap pulang ke akomodasinya sebelumnya,
hampir 4 dari 10 telah kehilangan tempat tinggalnya
dan terjadi peningkatan jumlah ibu yang berharap tidak
berumah.’®?> Pelepasan narapidana seperti ini memer-
lukan perencanaan dan dukungan tertentu, dengan pe-
nekanan pada perumahan yang aman dan dukungan
bagi reunifikasi keluarga. Kelompok-kelompok
masyarakat sipil dapat memberikan sumbangan de-

ngan membantu usaha reintegrasi sosial — misalnya
dengan menyediakan rumah persinggahan sementara
dan tempat perlindungan bagi wanita.

4.8 Jamin petugas lembaga
pemasyarakatan yang sesuai dan
berketerampilan

Pelatihan

Di banyak negara, pelatihan petugas lembaga
pemasyarakatan sangat kurang memadai untuk
tugas-tugas yang harus mereka laksanakan. Bahkan
di negara yang mengadakan pelatihan tersebut,
pelatihan petugas jarang menangani masalah dan
kebutuhan khusus wanita dan kelompok yang rentan
lainnya, atau perbedaan lembaga pemasyarakatan
pria dan wanita. Pelatihan dan pengembangan
berkala petugas lembaga pemasyarakatan sangat
penting agar petugas lembaga pemasyarakatan dapat
melaksanakan tugas mereka dengan cara yang
menanggapi perbedaan gender. Pelatihan harus
menjadikan petugas lebih mudah mengerti
kerentanan narapidana pria dan wanita terhadap
penganiayaan, dan juga terhadap kebijakan dan
prosedur untuk mencegah dan menanggapi
penganiayaan.

Lihat Tool tentang
Pelatihan Gender bagi
Aparat Sektor Keamanan

Perekrutan

Kebijakan perekrutan harus mengingat fakta bahwa
pekerjaan di lembaga pemasyarakatan bukanlah
sekedar pengawalan pengamanan. Petugas lembaga
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pemasyarakatan memerlukan berbagai keterampilan
untuk memberikan pelayanan manusia, dan
pekerjaan di lembaga pemasyarakatan harus
dilaksanakan dalam kerangka etika yang mematuhi
standar HAM internasional. Proses perekrutan harus
menyingkirkan calon yang tidak cocok yang profilnya
menunjukkan bahwa mereka berpotensi menempuh
cara kekerasan atau menyalahgunakan kekuasaan

program perekrutan petugas Iembaga
pemasyarakatan harus merencanakan pempekerjaan
sejumlah petugas wanita yang cukup. Ini mungkin
memerlukan langkah-langkah khusus seperti
kampanye penjangkauan terarah di media massa,
sekolah dan masyarakat; kebijakan kerja yang ramah
keluarga; dan ketentuan khusus untuk menjamin
retensi dan kemajuan petugas perempuan.

mereka terhadap orang lain. Uraian tugas, prosedur
perekrutan dan kriteria kenaikan pangkat harus -
mencerminkan persyaratan pelayanan manusia dari Lihat Tool tentang Reformasi \

isi tuk
kepolisian dan Gen_der un
oo o Iembaga pemasyarakatan- perb:ndingan strategi perekrutan

Standar lembaga pemasyarakatan mensyaratkan polisi perempuan
bahwa narapidana wanita ditangani dan diawasi
hanya oleh petugas perempuan. Wanita menghadapi
risiko penganiayaan seksual dan fisik ketika petugas
pria ditugaskan dalam kapasitas yang tidak wajar di

lembaga pemasyarakatan wanita. Dengan demikian,

Kesempatan kerja yang sama di Inggris dan Wales

Dinas Kepenjaraan di Inggris dan Wales menerapkan berbagai macam kebijakan dan struktur yang dirancang untuk menjamin kesempatan kerja

yang sama. Misalnya:

= Kebijakan Dinas Kepenjaraan tentang Kesempatan yang Sama menyatakan bahwa para petugas yang telah menjalani operasi pergantian gender
dan telah diterima oleh Dinas Kepenjaraan dengan gender dapatan mereka dapat melaksanakan tugas penggeledahan fisik sebagaimana normal
bagi seorang petugas dengan jenis kelamin itu.®

5 GALIPS (Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Staff Support Network) adalah Jaringan Dukungan Petugas Dinas Kepenjaraan. GALIPS
mendukung semua petugas dan manajer, tanpa mengindahkan orientasi seksual mereka, dan memberikan nasihat mengenai isu-isu LGBT.
Keanggotaan GALIPS gratis dan terbuka bagi semua petugas yang tertarik pada isu-isu LGBT, orang yang mencari bantuan dan nasihat serta
siapa pun yang ingin mendukung jaringan tersebut, apakah mereka mengidentifikasikan dirinya sebagai LGBT atau tidak.

» Pada tahun 2007, sebuah persetujuan ditandatangani antara Dinas Kepenjaraan Inggris dan Wales dan Komisi Kesamaan Kesempatan
mengenai Rencana Aksi untuk menangani secara efektif pelecehan seksual di Dinas Kepenjaraan tersebut. Persetujuan ini merupakan hasil dari
proses yang dimulai pada tahun 2005 ketika Komisi Kesamaan Kesempatan memutuskan melaksanakan pemeriksaan tentang ‘frekuensi dan
keteguhan pelecehan seksual terhadap wanita dan pria’ yang bekerja di Dinas Kepenjaraan.

Persetujuan mengikat Dinas Kepenjaraan untuk bekerja untuk:

- Menentukan tingkat kejadian pelecehan seksual terhadap petugas dalam Dinas Kepenjaraan.

- Menciptakan budaya yang didalamnya pelecehan seksual tidak dapat diterima dan yang didalamnya standar perilaku yang diwajibkan mudah
dipahami oleh semua petugas.

- Menjamin agar pelecehan seksual ditekel dan ditangani secara efektif dan tetap, di seluruh bagian Dinas Kepenjaraan.

- Menjamin agar para pengelola benar-benar memahami kewajiban mereka untuk mencegah pelecehan seksual dan melakukan usaha
pencegahan ini setiap hari.

- Memudahkan para pegawai mengajukan keluhan pelecahan dan mendukung pengadu selama dan sesudah prosedur keluhan mereka.
- Menjamin agar pengadu mempercayai prosedur keluhan dan keluhan akan ditangani dengan segara, transparan dan pantas.

- Mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan sistem-sistem yang akan menjamin pencatatan dan pemantauan semua keluhan
pelecehan seksual baik resmi dan tidak resmi.

- Menangani pelaku pelecahan secara pantas.
Tindakan tertentu yang akan dilakukan Dinas Kepenjaraan meliputi:

- Pengkajian dan analisis terhadap keluhan resmi pelecehan seksual selama jangka waktu 12 bulan untuk mengidentifikasi karakteristik dari
pelecahan keluhan, ketetapan pendekatan dalam menangani keluhan dan pelajaran yang diperoleh.

- Pengkajian dan analisis tertulis terhadap sepuluh berkas keluhan lengkap yang dipilih secara acak untuk setiap dari dua tahun tersebut.

- Survei terhadap petugas pria dan perempuan dan kelompok fokus petugas untuk mengetahui: tingkat kejadian pelecehan seksual; sifat dan
tingkat pelecehan seksual yang dialami atau yang terlihat; apakah petugas merasa bebas untuk mengadukan keluhan dan, kalau tidak,
mengapa tidak, dan apakah mereka mempercayai prosedur keluhan dan, kalau tidak, mengapa tidak; dan langkah-langkah yang paling efekif
yang dapat diambil untuk mencegah pelecahan demikian.®
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Perlakuan yang sama terhadap wanita dan
petugas lesbian, gay, biseksual dan transgender

Walaupun wanita telah bekerja di lembaga pemasyara-
katan selama bertahun-tahun, penugasan wanita di
lembaga pemasyarakatan pria merupakan perkem-
bangan baru. Di negara-negara yang didalamnya wa-
nita bekerja di lembaga pemasyarakatan pria, mereka
menghadapi diskriminasi dan pelecahan dari kolega pri-
a mereka, sebagaimana yang dialami petugas LGBT.5?

4.9 Libatkan organisasi-organisasi
masyarakat sipil

Salah satu cara penting untuk menjamin agar isu-isu
gender ditangani sebagaimana mestinya di lembaga
pemasyarakatan adalah dengan meningkatkan
keterlibatan organisasi masyarakat sipil, yang
mungkin sangat berpengalaman dan berkeahlian
dalam isu-isu gender.

Organisasi masyarakat sipil dapat terlibat dalam:

= Memberikan pelayanan kepada narapidana, seperti
dukungan kepada wanita yang membutuhkan kon-
seling atau bantuan lain untuk memulihkan diri mere-
ka dari penganiayaan dan ketagihan; konseling bagi
mereka yang menderita HIV/AIDS; program-prog-
ram bagi pelaku kekerasan; pelatihan bagi wanita
sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan se-
telah pelepasan; persahabatan dan dukungan ke-
pada anak-anak yang tidak punya keluarga, dan juga
pemberian bantuan seperti obat-obatan kepada wa-
nita, anak-anak dan narapidana yang rentan lainnya.

m Kegiatan HAM untuk menarik perhatian pada isu-isu
gender dalam sistem pemasyarakatan, dengan
keikutsertaan dalam memberikan laporan alternatif
kepada badan-badan seperti Komite Hak Anak PBB,
Komite Anti Penyiksaan PBB dan kepada lembaga-
lembaga regional yang terkait, dan menggunakan
undang-undang ketika terjadi pelanggaran berat.

= Pembangunan kemampuan: petugas sistem pema-
syarakatan dan juga kelompok-kelompok HAM,
anti-diskriminasi dan reformasi pemasyarakatan,
untuk memberitahu dan membantu mereka agar
memasukkan perspektif gender ke dalam kegiatan
mereka.

Reformasi Pemasyarakatan dan Gender

= Meningkatkan kesadaran masyarakat, para anggota
parlemen dan badan pengawasan tentang perlunya
perubahan kebijakan dan langkah-langkah tertentu
untuk menangani diskriminasi dan perlakuan buruk
di lembaga pemasyarakatan.

= Peng-audit-an sistem pemasyarakatan untuk me-
ngetahui kesadaran gender dan memberikan pe-
nyuluhan tentang tanggapan kebijakan yang cocok.

Masyarakat Sipil terhadap Sektor

Lihat Tool tentang Pengawasan
Keamanan dan Gender

4.10 Bangun dukungan masyarakat
untuk reformasi pemasyarakatan

Dukungan masyarakat terhadap reformasi
pemasyarakatan tidak mudah diperoleh. Reformasi
yang bertujuan mengurangi jumlah narapidana atau
memperbaiki keadaan lembaga pemasyarakatan
mungkin sulit ditetapkan. Semua pihak yang terlibat
dalam reformasi pemasyarakatan — para pengelola
lembaga pemasyarakatan, politisi, media massa dan
kelompok-kelompok masyarakat sipil — perlu bekerja
terus-menerus untuk selalu melibatkan masyarakat
dalam perdebatan tentang pemenjaraan dan penggu-
naanya. Keterangan, laporan dan data statistik berka-
la perlu disusun dan dipublikasikan.

Dukungan untuk memperbaiki perlakuan terhadap
wanita dan kelompok yang rentan lainnya di lembaga
pemasyarakatan mungkin lebih mudah didapatkan
daripada dukungan terhadap reformasi secara lebih
umum. Pemerintah harus membuat keterangan ten-
tang wanita dan anak-anak di lembaga pemasyarakat-
an yang mudah diakses dan tidak disembunyikan di
balik laporan yang panjang. Dengan melibatkan ke-
lompok-kelompok masyarakat sipil yang tertarik pada
wanita dan anak-anak dan berusaha menjamin agar
lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan
kelompok-kelompok ini dengan memberi mereka
akses ini, berbagai kegiatan dapat dilakukan untuk
membangun dukungan masyarakat.

Masyarakat sipil wanita di Yaman

Di Yaman, Komite Nasional Wanita mempromosikan dialog dengan pembuat keputusan untuk menjamin keadilan bagi para wanita. Baru-baru ini, narapidana
wanita yang telah selesai masa pidananya dilarang meninggalkan lembaga pemasyarakatan kecuali jika ada wali pria yang menjemputnya. Komite Nasional
Wanita melakukan tekanan kepada Kementerian Dalam Negeri dan berhasil mewujudkan perubahan peraturan yang tidak adil ini. Serikat Wanita Yaman,
didukung oleh Oxfam di lima distrik, beranggota 36 pengacara sukarela yang menyediakan bantuan hukum gratis kepada para wanita miskin di lembaga
pemasyarakatan, pengadilan dan kantor polisi. Sebagai akibat yang ditimbulkan dari bantuan hukum mereka, 450 narapidana perempuan dilepaskan pada

tahun 2004 dan 2005.%




Memadukan gender ke
dalam reformasi pemasyarakatan
dalam konteks tertentu

5.1 Negara-negara pasca-konflik

Latar belakang

Para negara yang baru terbebas dari masa konflik
atau pergolakan dalam negeri menimbulkan
tantangan khusus dalam reformasi pemasyarakatan.
Menghadapi latar belakang banyak prioritas yang
mendesak, seperti pembangunan kembali prasarana
dan lembaga-lembaga pokok, pembangunan kembali
sistem pemasyarakatan kadang-kadang dianggap se-
bagai prioritas rendah. Sejak awal, badan administra-
tif negara yang berwenang harus mengakui perlunya
penyediaan dan pengelolaan fasilitas tahanan, dan
mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk ke-
perluan ini.

Tantangan dan peluang untuk pemaduan gender

Pembangunan kembali sistem pemasyarakatan
sangat rumit. Pertimbangan utamanya adalah:

= Keadaan lokal mengenai lembaga pemasyarakatan
perlu dipahami. Lembaga-lembaga pemasyarakat-
an mungkin menimbulkan asosiasi yang sangat
buruk bagi penduduk suatu negara: penahanan tan-
pa pemeriksaan pengadilan, perkosaan, penyik-
saan dan pelaksanaan hukuman mati.
Pembangunan kembali mungkin menjadi kesem-
patan untuk mulai dari nol dan menetapkan suatu
sistem yang kurang kejam, lebih tanggap terhadap
gender dan lebih dipercaya oleh masyarakat.

Sistem pemasyarakatan sebelumnya mungkin
sudah tidak berfungsi atau sama sekali tidak sesuai
dengan rule of law dan kesetaraan gender. Sistem
tersebut mungkin dikelola oleh pihak kepolisian atau
pihak militer, bertentangan dengan praktik HAM
yang baik. Dengan demikian, model pemenjaraan
yang berbeda harus dibuat, tetapi bahayanya ada-
lah model dari luar negeri yang tidak sesuai dengan
keadaan lokal akan diimpor. Suatu sistem pe-
masyarakatan harus dibangun kembali dengan cara
yang peka terhadap lingkungan budaya dan sosial
sambil melakukan usaha-usaha untuk memasukkan
gagasan seperti perlakuan yang lebih baik terhadap
wanita dan penugasan petugas wanita.

Kalau dinas kepenjaraan pemerintah pra-konflik
masih ada dan dapat dibangun kembali dengan
segera, lingkungan pasca-konflik tersebut dapat
memberikan kesempatan untuk lakukan penya-
ringan terhadap petugas yang pernah terlibat dalam
penganiayaan dan melatih kembali petugas lain da-
lam pendekatan HAM yang peka terhadap gender.

Sebelum terjadinya konflik, pasti ada undang-
undang tentang kepenjaraan yang berlaku tetapi
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undang-undang tersebut mungkin sudah kurang
memadai, usang dan tidak diabaikan karena
obsolet. Namun demikian, tempat penahanan apa
pun yang dibangun selama intervensi internasional
pasca-konflik harus dikelola sesuai dengan undang-
undang, karena tujuan dari intervensi tersebut
adalah membantu dalam pembangunan kembali
negara yang diperintah menurut rule of law. Dalam
masa transisi pada tahun 1999, Pasukan Inter-
nasional untuk Timor Timur (INTERFET, Inter-
national Force for East Timor) membuat
undang-undang permulaan tentang pemasya-
rakatan berdasarkan pada standar internasional
yang menjamin tiadanya diskriminasi, kunjungan
berkala oleh pihak luar yang independen, norma
untuk penggeledahan tahanan, akomodasi,
kebersihan, makanan, fasilitas jual-beli, latihan,
pelaksanaan ibadah agama dan akses perawatan
kesehatan.®® Memulai pembangunan kembali lem-
baga pemasyarakatan dengan sistem yang meng-
hormati HAM dan menjamin tiadanya diskriminasi
memberikan landasan yang kuat bagi pem-
bangunan sistem pemasyarakatan yang tanggap
terhadap gender.

Kiat-kiat

Dalam keadaan pasca-konflik, pemahaman
kebutuhan dan peran pria dan wanita yang berbeda
sangat penting, terutama bila kekerasan seksual
digunakan dalam konflik. Pasukan asing dan
badan-badan internasional yang memasuki
keadaan pasca-konflik untuk membangun kembali
sistem pemasyarakatan akan memerlukan
pelatihan tentang kesadaran budaya dan kepekaan
terhadap gender.

Penyerah-terimaan dari pihak kepolisian dan pihak
militer untuk sebuah dinas pemasyarakatan sipil
sesegera mungkin.

Ketika membangun kembali sistem yang ada
sebelum terjadinya konflik, pertimbangkan kerja
sama dengan para petugas muda yang kurang
bertanggungjawab atas penganiayaan di masa lalu
dan lebih besar kemungkinannya menerima
pendekatan yang berbasis HAM dan tanggap
terhadap gender.

Jika petugas lembaga pemasyarakatan dari negara-
negara lain ditugaskan untuk mengelola lembaga
pemasyarakatan pada masa transisi, perlu
dipastikan bahwa orang-orang pria dan wanita yang
dipilih berpengalaman dalam penanggulangan baik
narapidana perempuan maupun narapidana muda.
Para petugas perekrut harus mencari orang yang
memiliki pemahaman budaya disertai keterampilan
komunikasi dan interpersonal yang baik, riwayat
hidup yang dapat dijadikan teladan, dan kepekaan
terhadap gender.

Jika kunjungan ke negara lain menjadi bagian dari
pelatihan petugas pemasyarakatan, pelatihan
tersebut harus melibatkan pengenalan terhadap
praktik yang baik mengenai masalah-masalah
gender dan pertemuan-pertemuan bukan hanya
dengan para pejabat tetapi juga dengan kelompok-




kelompok masyarakat sipil yang memperhatikan
isu-isu gender.

= Jamin agar keterangan yang cermat tentang
lembaga pemasyarakatan, cara pengelolaan dan
perlakuan diketahui masyarakat, sehingga kabar
angin tentang dugaan perlakuan buruk dan
penganiayaan seksual serta penganiayaan lainnya
dapat dicegah. Kunjungan keluarga penting, bukan
hanya bagi keluarga yang bersangkutan, tetapi juga
keluarga tersebut dapat membantah segala kabar
angin tentang dugaan perlakuan buruk.

5.2 Negara-negara dalam masa transisi di
Eropa Timur dan Asia Tengah

Negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur (yang
dinamakan negara-negara dalam masa transisi
setelah tahun 1989 karena mereka dianggap dalam
proses transisi menuju bentuk pemerintahan baru)
diperintah oleh rezim yang beragam dalam hal
reformasi pemasyarakatan. Para negara di Eropa
Timur dan kawasan Kaukasus sekarang menjadi
anggota Dewan Eropa dan dibebankan oleh Konvensi
Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan instrumen
panduannya, Peraturan Lembaga Pemasyarakatan
Eropa. Di Rusia, telah terjadi reformasi yang men-
dasar menuju sistem yang lebih berdasarkan atas
HAM sejak runtuhnya Uni Soviet. Di Asia Tengah,
model pemenjaraan Rusia telah dilangsungkan tetapi
perubahan telah dilakukan untuk membuatnya lebih
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sesuai dengan norma-norma HAM dan rule of law.

Tantangan dan peluang untuk pemaduan gender:

m Ketentuan peraturan dibuat untuk perlakuan yang
berbeda terhadap wanita di lembaga pemasya-
rakatan dan wanita yang anak-anaknya tinggal ber-
sama-sama mereka di lembaga pemasyarakatan,
yang dapat menyediakan landasan untuk reformasi.

m Kerangka Dewan Eropa memberikan kemungkinan
mendasarkan reformasi atas unsur-unsur non-
diskriminasinya persyaratan hak-hak asasi
manusia.

Kiat-kiat

= Perhimpunan profesional wanita, seperti kelompok-
kelompok pengacara dan dokter wanita, dapat
didorong menaruh perhatiannya terhadap bantuan
untuk para wanita di lembaga pemasyarakatan.

= Para Negara Anggota Dewan Eropa tunduk pada
kunjungan oleh Komite Eropa untuk Pencegahan
Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang
Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat
(CPT, European Committee for the Prevention of
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment), yang temuannya biasanya diterbitkan
bersama-sama jawaban pemerintah. Laporan-la-

poran ini biasanya memperhatikan secara khusus
pada masalah-masalah gender. Organisasi masya-
rakat sipil dan para anggota parlemen dapat me-
manfaatkannya sebagai
peningkatan kesadaran.

landasan untuk

Tordai dan Shafiga — beserta 12 narapidana perempuan lainnya dan 15 anak mereka — berbagi suatu rumah tahanan dengan 236 narapidana pria
di suatu komplek yang terbangun dari lumpur, yang semulanya digunakan sebagai kantor polisi lalu lintas kota Mazur. Fasilitas itu mencakup hanya
dua pekarangan kecil dan hanya sembilan sel untuk narapidana pria maupun perempuan.

Kepadatan itu memaksakan mereka yang menunggu pengadilan merana bersama-sama mereka yang telah terhukum dalam sel-sel yang sama.
Menurut kepala lembaga pemasyarakatan tersebut, Kolonel Abdulrub: ‘Di samping tidak adanya obat-obatan dan perawatan kesehatan yang cocok
di sini, soal kamar-kamar yang sangat tua dan padat merupakan persoalan lainnya bagi para narapidana yang tinggal di komplek ini,' dan dia terus
berkata bahwa sebanyak 30 orang narapidana tinggal di kamar yang pada mulanya dibangun untuk mengandung 10 orang.

Para pengelola lembaga pemasyarakatan di Mazar juga mengeluh tentang tidak adanya bahan makanan, dan juga fasilitas pengobatan dan
pendidikan yang cocok untuk anak-anak yang tinggal bersama-sama ibu mereka di lembaga pemasyarakatan itu. ‘Pemerintah menyediakan kurang
dari AS $1 untuk setiap narapidana per hari, yang tidak cukup untuk membeli roti kering mereka, kata seorang pejabat lembaga pemasyarakatan.

Badan-badan HAM telah mengekspresikan kepedulian tentang keadaan lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai dalam negara miskin Asia
Tengah tersebut. Terdapat 34 lembaga pemasyarakatan di seluruh negara tersebut dan banyak di antaranya tidak mempunyai fasilitas yang
terpisah untuk narapidana perempuan, yang sering dijaga dalam sel-sel yang pada mulanya dibangun untuk mengandung narapidana pria.

Kira-kira 90 anak tinggal bersama ibunya, yang telah didakwa melakukan berbagai kejahatan, tanpa taman kanak-kanak dan fasilitas lain apa pun
untuk perkembangan mereka di semua lembaga pemasyarakatan di negara,” kata pejabat lembaga pemasyarakatan tersebut.

‘Keadaan-keadaan di lembaga pemasyarakatan di Afghanistan tetap sangat rendah dan keluarga para narapidana umumnya harus diandalkan
untuk makanan dan pengeluaran lain mereka, dikatakan Komisi HAM Independen Afghanistan di laporan tahunannya pada tahun 2005. ‘Lembaga-
lembaga pemasyarakatan dan para petugas mereka kekurangan sumber daya dan mereka tidak diberikan pelatihan apa pun tentang perawatan
para narapidana atau tugas mereka terhadap hak-hak asasi para narapidana itu,’ kata laporan itu.

Menurut laporan itu, badan hak-hak asasi tersebut sudah membantu mendapatan pelepasan 1.386 orang yang ditahan secara tidak sah dan
membebaskan 27 anak-anak dari sel-sel lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa pada tahun di 2005.
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5.3 Negara-negara berkembang

Sistem-sistem pemasyarakatan di banyak negara ber-
kembang, termasuk Afrika Sebelah Selatan Sahara
dan negara-negara Karibia yang berbahasa Inggris,
berdasarkan pada warisan jajahan lama. Di bekas ja-
jahan Inggris, lembaga pemasyarakatan sering men-
taati model standar Inggris dan membaurkan
aspek-aspek lembaga pemasyarakatan di Inggris, se-
perti yang ada dalam masa lampau. Desakan ekonomi
dan kegagalan penataan masyarakat menyebabkan
keadaan lembaga pemasyarakatan yang biasanya bu-
ruk dan seringkali mengancam kehidupan manusia.
Lembaga-lembaga pemasyarakatan di Afrika
Frankofon mentaati sistem hukum Perancis tetapi di
sini juga keadaannya seringkali buruk. Di Bangladesh,
India dan Pakistan, pengaruh bekas jajahan juga kuat.
Di negara-negara ini, gagasan 'kepenjaraan' dikenakan
oleh kolonialisme pada sistem-sistem yang sering di-
arahkan pada restitusi daripada pembalasan. Sistem
peradilan resmi hanya salah satu bagian dari sejumlah
pilihan yang sangat lebih besar untuk menangani tin-
dakan yang dianggapi masyarakat dengan ketidakse-
tujuan.

Wanita dan anak-anak di lembaga pemasyarakatan di
negara-negara ini mengalami berbagai masalah. Wa-
nita di sebagian negara dapat dijatuhi hukuman penjara
karena tindak pidana yang berkaitan dengan mas
kawin, karena perzinahan atau karena menjadi korban
perkosaan. Mereka berkemungkinan diusir oleh ke-
luarga mereka dan kehilangan akses untuk bertemu
dengan anak-anak mereka. Dinegara-negara ini, yang
didalamnya kelangsungan hidup tergantung pada
makanan dan obat-obatan yang dibawa anggota ke-
luarga, mereka sangat dirugikanan. Anak-anak sering
tidak dipisahkan dari orang-orang dewasa dan meng-
hadapi bahaya besar penganiayaan.

Di Asia Tenggara, sistem pemasyarakatan biasanya
sangat ketat, dengan peraturan ketat mengenai ba-
gaimana selimut harus dilipat dan bagaimana narapi-
dana harus duduk. ldeologi yang mendasari
sistem-sistem pemasyarakatan ini adalah bahwa pen-
jara harus menjadi tempat reformasi yang didalamnya
narapidana dianggap akan mengubah pola pikiran
yang salah dan dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat. Banyak wanita dijatuhi hukuman penjara
atas tindak pidana ringan penyalahgunaan narkoba.

Pada tanggal 14 Februari 2002 para pejabat berpangkat tinggi dari
Dinas Pemasyarakatan mendampingi delegasi Amnesty
Internasional dalam kunjungan ke Lembaga Pemasyarakat Wanita
Lard Yao, di Propinsi Nonthaburi, di daerah pinggiran kota Bangkok.
Para pejabat Dinas Pemasyarakatan tersebut mengakui masalah
narapidana yang telalu padat dan perbandingan jumlah narapidana
dan pengawal yang sangat berbahaya. Sebagaimana yang terjadi
pada sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Kerajaan tersebut,
kepadatan narapidana yang tinggi disebabkan oleh tingkat
penangkapan dan pemenjaraan yang sangat tinggi terhadap para
pengguna dan pedagang narkoba.®
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Tantangan dan peluang untuk pemaduan gender:

= Diskriminasi terhadap wanita sering terjadi di
negara-negara ini dan sistem pemasyarakatan
mencerminkannya, sehubungan dengan perlakuan
terhadap baik narapidana perempuan maupun
petugas perempuan.

= Penanggulangan kekerasan dan penganiayaan
seksual yang terjadi pada masa lalu mungkin sekali
dihindari oleh tabu atas pengakuan adanya
masalah-masalah demikian dan karena itu,
konseling mungkin tidak akan disediakan. Demikian
pula, usaha-usaha menanggulangi kekerasan
seksual di lembaga pemasyarakatan berpotensi
menghadapi komplotan kerahasiaan.

= Ketika bekerja di negara-negara yang sangat miskin
untuk memperbaiki lembaga-lembaga
pemasyarakatan, perlu menemukan penyelesaian
murah yang berkelanjutan dan berarti dari perspektif
ekonomi setempat.

= Di negara-negara miskin, sistem pemasyarakatan
mungkin mendapatkan manfaat dari bantuan
organisasi-organisasi — seperti Palang Merah
Internasional atau Medicins Sans Frontiéres
(Dokter-dokter tanpa Perbatasan)-— untuk
menemuhi kebutuhan kesehatan dan kebutuhan
lainnya untuk para tahanan.

Kiat-kiat

= Orang-orang harus memahami peran pemenjaraan
dalam sistem dan budaya dan juga isu-isu yang
mempengaruhi wanita dan kelompok-kelompok
lainnya dalam masyarakat umum sebelum memulai
reformasi pemasyarakatan yang tanggap terhadap
gender.

m Rezim pemasyarakatan untuk wanita di negara-
negara berkembang perlu mengingat kemungkinan
pengusiran dan kemiskinan setelah pelepasan dari
lembaga pemasyarakatan dan berusaha memberi
wanita sarana alternatif untuk mencari nafkah.

= Pengeluaran anak-anak dan remaja dari lembaga-
lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan
penempatan mereka di lingkungan yang lebih cocok
dapat dicapai dengan keterlibatan organisasi-
organisasi luar seperti Dana Anak-anak PBB
(UNICEF, UN Children's Fund). Badan-badan PBB
dan LSM lainnya mungkin mendorong usaha-usaha
untuk memperbaiki keadaan-keadaan di lembaga
pemasyarakatan.

5.4 Negara-negara maju

Karena suatu negara kaya tidak harus menandakan
sistem-sistem pemasyarakatannya menjadi model
perlakuan yang baik, dengan tiadanya diskriminasi
dan ketaatan secara teliti pada undang-undang HAM.
Sesungguhnya, Komite Eropa untuk Pencegahan
Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak
Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CPT,




European Committee for the Prevention of Torture
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment),
yang mengunjungi semua tempat penahanan di 47
negara anggota Dewan Eropa, menemui banyak soal
yang perlu diubah di negara-negara Eropa Barat dan
negara-negara Eropa Timur yang relatif kurang kaya.

Misalnya, selama kunjungan dalam Republik Ceko
pada tahun 2006, Komite melapor tentang suatu
kasus yang melibatkan seorang narapidana pria
Ukraina, 'F', yang ditahan dalam kurungan yang
pengap karena merusak harta lembaga pemasya-
rakatan'. Orang tersebut ‘seseorang yang kurus yang
badannya ceking dan gemetar'.

Delegasi berkesimpulan bahwa si 'F' telah diperkosa
dan mengalami penyalahgunaan fisik berulang kali
selama di LAPAS Valdice. Pula, selama di Bagian E
orang tersebut dijadikan sasaran untuk hubungan
seks terpaksa anal maupun oral dengan tiga
narapidana yang berbeda, dan juga dipaksa
mengonani mereka’.”®

Sejumlah negara maju sedang mengalami
kecenderungan peningkatan penggunaan
pemenjaraan yang tinggi dan semakin meningkat dan
peningkatan yang semakin cepat dalam penggunaan
pemenjaraan untuk wanita. Di Inggris dan Wales
jumlah wanita di lembaga pemasyarakatan sudah
berlipat ganda selama sepuluh tahun yang lalu.71 Di
Amerika Serikat, dari tahun 2000 sampai tahun 2006,
populasi perempuan yang dipenjarakan bertambah
3,3 persen per tahun sedangkan populasi pria yang
dipenjarakan bertambah 2 persen.”

Negara-negara maju lebih besar kemungkinannya
terdapat mempunyai kebijakan kesempatan kerja
yang sama yang mengakibatkan cara sususan
kepegawaian yang bermacam-macam dan, di
sejumlah negara, wanita telah mencapai puncak
administrasi lembaga pemasyarakatan atau menjadi
kepala lembaga pemasyarakatan besar yang
menahan pria saja. Walaupun demikian, masih
terdapat masalah pelecahan terhadap petugas wanita
dan penganiayaan seksual terhadap para narapidana.

Tantangan dan peluang untuk pemaduan gender:

= Suasana yang lebih ketat terhadap para pelanggar
hukum dan penggunaan pemenjaraan dalam hal
perawatan lebih cocok, khususnya berkaitan
dengan penyalahgunaan narkoba, telah
memberikan dampak yang buruk terhadap wanita
dalam sistem peradilan pidana di sebagian negara
maju.

= Negara-negara maju cenderung mempengaruhi
kebijakan pemasyarakatan negara-negara
berkembang melalui program bantuan mereka dan
juga menetapkan agenda badan-badan donatur,
sehingga diexpor kebijakan yang tidak
menguntungkan reformasi pemasyarakatan yang
peka terhadap gender.

= Populasi lembaga pemasyarakatan semakin
meningkat di banyak negara maju tanpa
peningkatan yang sebanding dalam sumber daya,
sehingga merugikan pelatihan tentang kebutuhan
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khusus narapidana wanita dan narapidana yang
rentan lainnya serta program-progam bagi
narapidana seperti konseling bagi korban
penganiayaan dalam masa lalu.

Namun demikian, sebagian besar negara maju
mempunyai:

- Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang aktif
dengan tingkat sumber daya yang relatif cukup
yang menkampanyekan reformasi kepenjaraan
dan juga ada berbagai macam organisasi yang
memberikan bantuan dan dukungan kepada para
narapidana dan membantu dengan reintegrasi
sosial mereka.

- Sistem-sistem kesejahteraan yang menjamin agar
para narapidana yang meninggalkan lembaga
pemasyarakatan, utamanya para wanita dengan
anak-anak, tidak mengalami kemiskinan.

-Badan-badan HAM memantau perlakuan
terhadap orang yang dirampas kemerdekaannya
dan didiskriminasi.

Para negara Eropa dibebankan oleh undang-
undang anti-diskriminasi dan syarat Uni Eropa yang
meliputi gender dan orientasi seksual dan oleh
Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang
melarang diskriminasi, dan wakil-wakil mereka di
Parlemen Eropa menarik perhatiannya pada hal-hal
HAM dan anti-diskriminasi.

Kiat-kiat

Media massa sangat mempengaruhi pembentukan
sifat-sifat terhadap kejahatan dan hukuman.
Liputan media massa atas penggunaan lembaga
pemasyarakatan untuk wanita dan masalah-
masalah yang terlibat bisa efektif dalam
mewujudkan perubahan.

Undang-undang Uni Eropa dan Dewan Eropa
tentang anti-diskriminasi belum digunakan secara
meluas untuk memperbaiki keadaan wanita di
lembaga pemasyarakatan, tetapi masih ada potensi
tersebut.

Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan
Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi
atau Merendahkan Martabat (CPT, European
Committee for the Prevention of Torture and
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
adalah sumber daya Eropa yang unik yang
mencakup 47 negara yang telah menarik
perhatiannya secara terperinci pada para wanita di
lembaga pemasyarakatan dan kekerasan berbasis
gender. Kelompok-kelompok masyarakat sipil
dapat bekerja untuk menjamin agar laporan-laporan
mereka menjadi terkenal dan usulan-usulan mereka
kepada para pemerintah dilaksanakan.

Para donatur yang mendukung reformasi
pemasyarakatan di negara-negara lainnya bisa
bekerja untuk menjamin agar isu-isu gender
ditangani.
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Usulan-usulan pokok

Penilaian dan pengumpulan data informasi: Urai-
kan sistem pemasyarakatan untuk menjamin agar
dampaknya tidak bersifat diskriminatif dan sistem
tersebut menangani secara adil dan setara semua
orang yang dipengaruhinya, termasuk para
petugas dan keluarga-keluarga para narapidana.
Pengumpulan data resmi tentang sistem
pemasyarakatan harus memberikan informasi
yang dipisahkan menurut jenis kelamin,
penggunaan penahanan pra-peradilan serta
tingkat dan panjangnya penghukuman, dan
menjamin agar data tentang tingkat kejadian
kekerasan disediakan dan menunjukkan tingkat
kekerasan berbasis gender.

Pengawasan dan pemantauan: Jamin agar
sistem-sistem pengawasan memantau isu-isu
gender, dan bahwa laporan-laporan para
pengawas diterbitkan dan menerima jawaban
pemerintah. Para pengawas harus independen
dari administrasi lembaga pemasyarakatan dan
bisa mengakses pada setiap saat pada semua
tempat penahanan. Tim pengawasan harus terdiri
dari baik pria maupun wanita, dan dapat akses
keahlian kesehatan.

Mekanisme keluhan: Berlakukan di semua lem-
baga pemasyarakatan sistem-sistem keluhan
yang terpercaya, sehingga kejadian kekerasan
berbasis gender dapat dilaporkan tanpa korbani-
sasi pengadu.

Pengamanan dan aktivitas yang sesuai: Jamin
agar narapidana wanita tidak menjadi sasaran
tingkat pengamanan yang lebih ketat daripada
yang diperlukan oleh tingkat bahaya yang mereka
tim-bulkan. Kegiatan pendidikan dan kejuruan di
lembaga pemasyarakatan harus cocok untuk
mempersiapkan baik pria maupun wanita untuk
kepercayaan pada kemampuan diri sendiri pada
saat mereka meninggalkan lembaga pemasyara-
katan.

Hubungan dengan keluarga: Tempatkan
hubungan dengan keluarga pada pusat kegiatan
lembaga pemasyarakatan, sebagai suatu jalan
menuju memanusiakan rezim lembaga
pemasyarakatan dan memperkuat ikatan
keluarga. Hubungan dengan keluarga harus tidak
pernah ditolak atau dikurangkan sebagai bagian
dari sistem disipliner. Kunjungan yang didalamnya
kontak fisik dilarang dapat dijatuhkan hanya
dalam hal terdapat bukti jelas tentang risiko
keamanan.

Martabat manusia: Pastikan penghormatan atas
martabat manusia merupakan prioritas utama
dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan
dalam peraturan prosedur. Peraturan-peraturan
yang jelas dan tidak mendua artinya harus menya-
takan bahwa petugas pria harus tidak pernah
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10.
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12.

menggeledah narapidana wanita, dan tidak boleh
masuk tempat di mana para wanita mengenakan
pakaian dan mandi. Prosedur lembaga pemasya-
rakatan, terutama sehubungan dengan
penggeledahan telanjang dan pemeriksaan
rongga badan, harus berdasarkan pada syarat
benar sehubungan dengan pria dan narapidana
perempuan.

Kekerasan berbasis gender: Berlakukan
mekanisme untuk melindungi semua narapidana
dari kekerasan berbasis gender yang dilakukan
oleh para petugas lembaga pemasyarakatan atau
para narapidana lainnya. Jamin agar mekanisme
keluhan dan pengawasan memudahkan
pelaporan kekerasan berbasis gender, dan jamin
agar penganiayaan tersebut dipidana dan korban
didukung.

Perawatan kesehatan: Usaha keras untuk kualitas
perawatan kesehatan di lembaga pemasya-
rakatan yang tinggi dan yang dihubungkan
dengan sistem kesehatan masyarakat, agar me-
nangani kebutuhan kesehatan khusus bagi
narapidana pria dan perempuan.

Wanita hamil dan ibu-ibu: Jatuhi hukuman penjara
kepada wanita hamil dan ibu-ibu dengan anak-
anak kecil hanya dalam keadaan yang me-
maksakannya. Wanita yang melahirkan di rumah
sakit di luar lembaga pemasyarakatan harus tidak
pernah dikenakan borgol, rantai atau besi dan
harus menerima perawatan sebagaimana cocok.
Jika anak-anak ditahan dalam lembaga
pemasyarakatan bersama ibunya, lingkungan
yang didalamnya anak-anak dirawat harus sejauh
mungkin mencerminkan kehidupan di masyarakat
di luar.

Perekrutan dan pelatihan petugas lembaga
pemasyarakatan: Reformasi perekrutan dan pe-
latihan petugas lembaga pemasyarakatan, untuk
menjamin pelatihan awal dan in-service yang
cocok. Perlindungan para narapidana dari keke-
rasan seksual dan penanganan kebutuhan narapi-
dana pria dan perempuan yang berbeda harus
menjadi unsur pokok pelatihan petugas lembaga
pemasyarakatan. Jamin kesempatan yang sama
untuk petugas lembaga pemasyarakatan
perempuan dan LGBT.

Masyarakat sipil: Rintis jalan supaya masyarakat
sipil dapat dilibatkan dalam lembaga-lembaga
pemasyarakatan, termasuk kelompok-kelompok
yang tertarik pada narapidana wanita dan LGBT.
Ini adalah salah satu cara penting untuk
mencegah penganiayaan dan berusaha menjamin
agar wanita, anak-anak dan kelompok yang
rentan lainnya mendapatkan akses pelayanan
spesialis yang mereka butuhkan, di lembaga pe-
masyarakatan dan setelah pembebasan.

Dukungan untuk reformasi pemasyarakatan:
Bangun dukungan masyarakat untuk reformasi
pemasyarakatan, bekerja sama dengan
parlemen, masyarakat sipil dan media massa.
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